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ABSTRAK

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 atau lebih dikenal
dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) maka telah terjadi perubahan
yang fundamental terhadap hukum tanah nasional. Didalam Pasal-Pasal UUPA
tersebut terdapat asas-asas dan beberapa kewajiban yang harus dilakukan bagi
pemegang hak. Salah satu asas yang terdapat didalam UUPA adalah asas fungsi
sosial yang artinya adalah bahwa tidak dapat dibenarkan bahwa terhadap hak atas
tanah, baik itu hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha maupun dasar
penguasaan lainnya apabila penggunaan tanahnya merugikan orang lain atau
lingkungan. Sebab, tanah mempunyai fungsi sosialnya, oleh karena itu dengan
pemanfaatan tanah sebaik mungkin akan memberikan kesejahteraan bagi
masyarakat sekitar dan bagi pemegang hak. Adapun objek penelitian ini adalah
Perseroan Terbatas Yang Terletak di Kota Samarinda yaitu PT. Batu Penggal
Industri dan PT. Sumber Cahaya ABC. Masing-Masing PT tersebut sebagai
pemegang hak atas tanah yang terindikasi sebagai tanah terlantar. Penelitian
deskriptif ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, dengan
menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama, dan data primer sebagai
pelengkap. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa proses implementasi
Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang penertiban dan pendayagunaan
tanah terlantar di Kota Samarinda telah dilakukan sesuai dengan peraturan.
Namun, sampai pada tahun 2018 di Kota Samarinda belum ada yang ditetapkan
sebagai tanah terlantar, akan tetapi apabila dalam lingkup provinsi kalimantan
timur terdapat sebidang tanah dengan alas hak guna usaha yang telah ditetapkan
sebagai tanah terlantar di dua kota yaitu di Berau dan Malinau. Kemudian,
didalam peraturan ini ditemukan beberapa kekurangan yaitu, dibutuhkan dasar
hukum yang lebih kuat seperti Undang-Undang, sehingga untuk menyelesaikan
permasalahan mengenai penertiban tanah terlantar tidak melalui peraturan
pemerintah.

Kata Kunci: Tanah Terlantar, Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah adalah tempat manusia melaksanakan hajat hidup, baik dahulu,
sekarang maupun untuk waktu yang akan datang. Tanah memiliki nilai yang
tinggi jika dilihat dari berbagai aspek, yaitu sosiologi, antropologi, psikologi,
politik, militer dan ekonomi.* Oleh karenanya, dalam kehidupan sehari-hari
pasti terdapat permasalahan terkait dengan tanah. Masalah pertanahan adalah
masalah yang berkaitan langsung dengan rakyat karena, tanah merupakan
tempat rakyat tinggal maupun dalam mencari nafkah. 2 Sebab tanah
merupakan kebutuhan dasar (basic need) masyarakat secara keseluruhan
karena tanah memiliki fungsi yang sangat strategis, baik dilihat dari segi
sumber daya alam maupun sebagai ruang untuk pembangunan. Untuk
mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut maka dibutuhkanlah sebuah
payung hukum, dengan demikian maka dibentuklah Undang-Undang Pokok
Agraria (UUPA) yang berlaku mulai 24 Sepetember 1960. Semangat UUPA
sangat nasionalis dan populis, hal ini pun dibuktikan secara tegas dalam butir-
butir dinyatakan bahwa UUPA merupakan implementasi Pasal 33 UUD 1945.
UUPA juga merupakan basis atau landasan kekuatan (basic power)

demokrasi ekonomi yang sedang dikembangkan dalam rangka menciptakan

! Elza Syarief, Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan,
Jakarta, PT. Gramedia, Ctk. Pertama, 2012, HIm. 1

2 H. Muchsin & Imam Koeswahyono, Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah
Dan Penataan Ruang, Jakarta: Sinar Grafika 2008, HIm. 10



kemakmuran rakyat.® Pasal 6 UUPA menyatakan bahwa, “semua hak atas
tanah memiliki fungsi sosial’. Dengan demikian tidak hanya terbatas pada
hak milik akan tetapi hak apapun yang ada pada sebidang tanah harus
mempunyai fungsi sosial. Pasal tersebut selanjutnya dinyatakan sebagai salah
satu asas hukum tanah yang diistilahkan asas fungsi sosial hak atas tanah.
Keberadaan asas fungsi sosial hak atas tanah dalam hukum tanah menjadi
landasan fundamental bagi terwujudnya tanah yang bermanfaat bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat di negara kesejahteraan.

Bumi, air, ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan
nasional yang kemudian Negara sebagai organisasi kekuasaan mempunyai
Hak Menguasai Negara atas kekayaan nasional tersebut.® Hak menguasai
Negara di atas bumi, air dan ruang angkasa diharapkan dapat memberikan
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam rangka mencapai masyarakat
adil dan makmur.® Perlu dipahami bahwa kekayaan atas bumi, air dan ruang
angkasa merupakan kekayaan alam yang tidak diperbaharui, sehingga
pemanfaatan atas kekayaan alam tersebut harus bijaksana, mengingat
pertumbuhan penduduk di Indonesia yang berkembang sangat pesat. Dengan
pertumbuhan yang semakin pesat maka akan berbanding lurus dengan
meningkatnya kebutuhan manusia Kkhususnya tempat tinggal. Dengan
demikian, untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia

maka Tanah yang merupakan anugrah dari Allah SWT harus dimanfaatkan

3 -

Ibid
* Sahnan, Hukum Agraria Indonesia, Malang, Setara Press,2016, HIm. 43
5 -

Ibid



sebaik mungkin dan harus dipergunakan sesuai dengan sifat dan keadaan
tanah tersebut, dengan harapan tanah yang mempunyai fungsi sosial tersebut
dapat memberikan manfaat yang baik.

Dalam butir-butir Pasal UUPA telah dijelaskan mengenai pelbagai macam
hak-hak atas tanah, yakni; hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan
hak pakai. Dengan adanya hak-hak tersebut maka Undang-Undang telah
memberikan wewenang kepada pemegang hak atas sebidang tanah untuk
mengelola dan memanfaatkannya. Dengan adanya hak maka memiliki
implikasi adanya kewajiban yang harus dilaksanakan, seperti halnya
kewajiban untuk subjek hukum sebagai pemegang Hak Guna Bangunan
antara lain:

1. Membayar uang pemasukan seperti ditentukan mengenai
jumlah dan tata caranya dalam keputusan pemberian hak.
Karena jika tidak membayar uang pemasukan yang telah
ditentukan itu sudah jelas tidak akan diberikan hak guna
bangunan ini oleh pemerintah.

2. Untuk menggunakan tanah hak guna bangunan bersangkutan
sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan yang juga
dicantumkan dalam keputusan pemberian hak guna bangunan
ini.

3. Memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di
atasnya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hal ini
menyatakan lagi pentingnya pemeliharaan dari lingkungan

sesuai dengan asas yang berlaku pada waktu sekarang ini
dibidang bersangkutan.®

Pada poin kedua yang telah disebutkan di atas, maka tanah tersebut harus
digunakan sesuai dengan peruntukannya. Tanah yang dipergunakan sesuai
dengan peruntukannya tidak hanya mendatangkan keuntungan bagi

pemegang hak saja tapi juga bagi masyarakat. Menjadi penting untuk

® Sudargo Gautama & Ellyda T. Soetiyarto, Komentar Atas Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Pokok Agrarian, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, HIm. 29



memperhatikan peruntukan tanah karena, jika terdapat ketidaksesuaian antara
fakta lapangan dan peruntukan tanah yang termaktub dalam sertipikat dapat
menimbulkan permasalahan. Selain itu Pasal 15 UUPA juga memberi amanat
untuk memelihara tanah serta menjaga kesuburannya agar tanah dapat

dimanfaatkan dengan baik dan tidak diterlantarkan.

Mengenai permasalahan tanah terlantar merupakan salah satu
permasalahan yang pelik untuk diselesaikan oleh pemerintah. Dengan
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban
dan Pendayagunaan Tanah Terlantar maka pemerintah melalui Badan
Pertanahan Nasional mendapat dasar legislasi untuk melakukan tindakan atas
sebidang tanah yang diterlantarkan atau belum dimanfaatkan. Tidak
memanfaatkan dan memelihara serta menjaga kesuburan tanah maka tidak
menjalankan amanat yang diberikan oleh UUPA dan juga tidak
mengindahkan tanah yang mempunyai fungsi sosial. Maka, adalah hal yang
wajar bahwa tanah tersebut dipelihara dengan baik-baik agar bertambah
kesuburannya dan dicegah kerusakannya. Kewajiban untuk memelihara tanah
juga tercantum di dalam Pasal 15 UUPA yang menyatakan bahwa,
“memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah
kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi
yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan
pihak ekonomi lemah.” Oleh karenanya menurut Pasal ini dikaitkan kepada
fungsi sosialnya, maka adalah suatu hal yang sewajarnya bahwa tanah itu

harus dipelihara dengan baik-baik agar bertambah kesuburannya serta



dicegah kerusakannya. Diterlantarkannya sebidang atas tanah akan
menimbulkan konsekuensi hukum yang telah diatur dalam UUPA vyaitu
terdapat dalam Pasal 27, Pasal 34 dan Pasal 40. Ketiga pasal tersebut
menyatakan bahwa suatu Hak apapun terhadap sebidang tanah termasuk Hak
Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan akan hapus hak atas

tanahnya apabila tanah tersebut di terlantarkan.

Melihat Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tidak ditemukan
mengenai pengertian dari tanah terlantar itu sendiri, namun pengertian tanah
terlantar dapat diperoleh dari Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. 4 tahun 2010 Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Tanah terlantar adalah
tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar
penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak
dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak
atau dasar penguasaannya. Melihat dari pengertian tanah terlantar tersebut
kemudian dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010
menyatakan bahwa, obyek penertiban tanah terlantar adalah tanah yang sudah
diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak
Pakai dan Hak Pengelolaan atau dasar penguasaan tanah yang tidak
diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan

keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

Banyak sekali kerugian atau dampak yang dapat ditimbulkan akibat

diterlantarkannya sebidang atas tanah. Tindakan menelantarkan tanah



merupakan tindakan yang tidak bijaksana yang dapat menghambat
pengoptimalan cita-cita luhur untuk mencapai kesejahteraan rakyat, karena
tanah dekat dengan aktivitas masyarakat. Selain itu dampak lain yang dapat
ditimbulkan dari penelantaran sebidang tanah ialah suatu tindakan yang
sangat tidak berkeadilan, karena setiap warga Negara Indonesia berhak untuk
mendapatkan kesempatan untuk memiliki hak atas sebidang tanah dan
merupakan perwujudan dari Pancasila Sila ke-5 yang berbunyi “keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Oleh sebab itu tindakan penelantaran
tanah yang dilakukan oleh pemegang hak atas tanah harus dan wajib untuk
dicegah untuk menghapus dampak-dampak negatif yang telah disebutkan di
atas. Dengan demikian langkah pencegahan, penertiban dan pendayagunaan
tanah terlantar merupakan upaya serta syarat penting untuk menjalankan
program pembangunan nasional serta mewujudkan kesejahteraan rakyat yang

merata.

Fakta lapangan yang penulis temukan ialah bahwa di Kota Samarinda
terdapat beberapa tanah yang sejak diterbitkannya Sertipikat tanah akan tetapi
belum dimanfaatkan hingga saat ini sehingga, berdasarkan Peraturan
Pemerinttah No. 11 Tahun 2010 termasuk dari objek tanah terlantar. Dalam
kajian ini penulis menemukan dua tanah terindikasi sebagai terlantar
berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda Nomor:
38.1/Kep-2.64.72/V111/2017 atas pemegang hak PT. Batu Penggal Industri
dan PT. Sumber Cahaya ABC. Lokasi kedua tanah yang terindikasi sebagai

tanah terlantar terletak di satu kecamatan yaitu kecamatan Palaran akan tetapi



berbeda desa. Berdasarkan Lampiran 6. Format data kegiatan pemantauan
dan evaluasi pemeberian hak dan perizinan untuk PT. Sumber Cahaya ABC
kondisi tanah pada saat pemantauan yaitu lahan masih dalam keadaan kosong
dan tidak ada patok yang terlihat. Sedangkan untuk PT. BAtu Penggal
Industri kondisi tanah pada saat pemantauan yaitu adanya bangunan 25
persen dalam keadaan rusak dan lahan masih ada yang kosong. Dengan
demikian untuk mewujudkan langkah penertiban dan pendayagunaan tanah
terlantar, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN
2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH
TERLANTAR DI KOTA SAMARINDA (Studi Kasus PT. Batu Penggal

Industri dan PT. Sumber Cahaya ABC)

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Kota
Samarinda?
2. Apakah dampak hukum yang timbul akibat tidak dimanfaatkannya
tanah tersebut?
3. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT terhadap

Hak Atas Tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar?



C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintahn Nomor 11
Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di
Kota Samarinda
2. Untuk mengetahui dampak yang terjadi apabila sebidang tanah
tersebut tidak dimanfaatkan/dipergunakan sesuai peruntukkannya
3. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan PT(developer)

terhadap hak atas tanah tersebut

D. Tinjauan Pustaka

1. Hak Menguasai Tanah Oleh Negara

Konsep dasar hak menguasai tanah oleh negara di Indonesia
termuat dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi,
“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunkaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.” Apa yang dimaksud dengan ‘dikuasai’ oleh negara, dalam UUD
1945 tidak ada penjelasan, akan tetapi penjelasan tersebut dapat ditemukan
dalam Pasal 2 UUPA yang merupakan aturan pelaksanaan dari Pasal 33
ayat 3 UUD 1945. Dalam penjelasan umum Pasal 2 UUPA dikemukakan
bahwa: Undang-Undang Pokok Agraria berpangkal pada pendirian, bahwa
untuk mencapai apa yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
tidak perlu dan tidak pula pada tempatnya, bahwa bangsa Indonesia

ataupun Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (bangsa)

" Muhammad Bakri, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara, UB Press 2011, HIm. 2



bertindak selaku badan penguasa. Sesuai dengan pangkal pendirian
tersebut di atas perkataan ‘dikuasai’ dalam Pasal ini bukanlah berarti
‘dimiliki’, akan tetapi adalah pengertian yang memberi wewenang kepada
Negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia itu, untuk pada
tingkatan tertinggi:
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan dan pemeliharannya;
b. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas
(bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu;
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara

orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air
dan ruang angkasa.®

Dengan demikian negara sebagai organisasi kekuasaan, mengatur
sehingga membuat peraturan, kemudian menyelenggarakan artinya
melaksanakan ~ atas  penggunaan/peruntukkan,  persediaan  dan
pemeliharannya dari bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang
terkandung didalamnya. Juga untuk menentukan dan mengatur hak-hak apa
saja yang dapat dikembangkan dari hak menguasai negara. Berdasarkan
Pasal 2 tersebut UUPA dan penjelasannya tersebut, menurut konsep
UUPA, pengertian ‘dikuasai’ oleh negara bukan berarti ‘dimiliki’
melainkan hak yang memberi wewenang kepada negara untuk mengatur 3
hal di atas. Sebagai konsekuensi hak mengauasai dari negara ini
merupakan hak yang tertinggi, yang berarti hak-hak atas tanah yang lain
berada dibawah hak menguasai. Akibat tindak lanjut adalah apabila negara
menghendaki untuk menguasai tanah yang sudah dibebani dengan hak-hak

lain maka, hak-hak lain ini harus dikalahkan.

8 ibid
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Tujuan hak menguasai negara atas tanah dimuat dalam Pasal 2 ayat
(3) UUPA, yaitu untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,
dalam arti kebahagian, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat

dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

2. Fungsi sosial hak atas tanah

Pengertian fungsi sosial menurut Leon Duguit adalah tidak ada hak
subjektif, yang ada hanya fungsi sosial.® Pasal 33 ayat 3 UUD 1945
menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat. Walaupun dalam Pasal ini tidak
mencantumkan secara tegas mengenai fungsi sosial namun kita dapat
memaknai bahwa kekayaan sumber daya alam ini harus memberikan
kemanfaatan bagi rakyat demi mencapainya kemakmuran. Pasal 6 UUPA
merumuskan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.
Dalam penjelasan UUPA dikatakan bahwa seseorang tidak boleh
menggunakan untuk kepentingan pribadinya atau tidak dapat dipakainya
tanah yang mengakibatkan merugikan masyarakat. *°

Dengan budaya Indonesia yang telah ada sejak dulu yaitu gotong
royong maka konsep induvidualistis ini belum tepat apabila diterapkan
dalam kehidupan di Indonesia. Maka sifat-sifat individualistis hak-hak
tanah barat ditinggalkan. Serta tanah tidak hanya harus bermanfaat bagi

pemiliknya tapi juga bagi masyarakat sekitarnya dapat serta menikmatnya,

% A.P. Parlindungan, Serba-Serbi Hukum Agraria, Bandung: Alumni, 1984, HIm. 65
10 ;i
ibid
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dan Pemerintah dalam hal ini harus campur tangan, agar tanah itu tidak di
terlantarkan.

Bahwa keperluan tanah tidak diperkenankan semata-mata untuk
kepentingan pribadi atau untuk investasi. Kegunaan dari tanah tersebut
harus disesuaikan dengan keadaannya dari sifat dari haknya sehingga
bermanfaat, baik untuk kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyai,
serta baik dan bermanfaat untuk masyarakat dan kepentingan negara.
Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling
imbang mengimbangi sebagai dwi-tunggal. Notonegoro menyatakan
bahwa, hak milik mempunayai fungsi sosial itu sebenarnya mendasarkan
diri atas individu, ditempelkan kepadanya itu sifat yang sosial. Sedangkan
kalau berdasarkan Pancasila, hukum kita tidak berdasarkan atas corak
individualistis, tetapi bercorak dwi-tunggal itu.

Dengan demikian pengertian fungsi sosial dari pada tanah adalah jalan
kompromis anatara hak mutlak dari tanah, dengan sistem kepentingan

umum daripada tanah, maupun kewajiban sosialnya.

3. Tanah Terlantar

Pada prinsipnya tanah harus digunakan sebagaimana fungsinya
sebagai tanah karena tanah merupakan salah satu faktor utama penunjang
manusia untuk menjalani kehidupan. Menjadi sesuatu yang salah apabila
terdapat sebidang tanah seolah-olah tak bertuan artinya, tanah tersebut
sudah diberikan hak kepada subjek hukum tertentu namun, tanah tersebut

tidak dikelola sesuai dengan peruntukannya. Atas fenomena yang
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dedmikian maka, dapat diindikasikan sebagai tanah terlantar. Melihat
Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2010 yaitu tentang penertiban dan
pendayagunaan tanah terlantar tidak terdapat pengertian mengenai tanah
terlantar. Definisi sederhana yang dapat dipahami mengenai tanah terlantar
itu ialah sebuah tanah yang telah diberikan hak atas nya namun pemilik
hak tersebut tidak mengindahkan atau tidak mengelola tanah dengan baik
dan benar sehingga tanah tersebut selain tidak dapat memberikan fungsi
sosial untuk masyarakat maka tanah tersebut juga berpotensi akan rusak
atau tidak subur.

Pengertian tanah terlantar berdasarkan Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 4 tahun 2010 Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa
Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa
Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak
Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan,
tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya

atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.

4. Kriteria Tanah Terlantar
Berdasarkan pengertian tanah terlantar yang dimaksud adalah tanah

negara yang ada hak penggunaanya tetapi tidak dimanfaatkan oleh
pemegang haknya. Berdasarkan pengertian tersebut maka kriteria untuk
menentukan tanah dikualisir sebagai tanah terlantar menurut Peraturan
Pemerintah No. 11 Tahun 2010 meliputi:

1) Obyek tanah terlantar meliputi hak atas tanah, hak pengelolaan
dan tanah yang mempunyai dasar penguasaan atas tanah;
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2) Tanah yang tidak diusahakan tidak dipergunakan atau tidak
dimanfaatkan;

3) Yang sesuai dengan keadaannya, atau sifat dan tujuan
pemberian haknya atau dasar penguasaanya;

4) Tidak termasuk tanah terlantar adalah:

a) Tanah hak milik atau HGB atas nama perseorangan yang
secara tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan
keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya; dan

b) Tanah yang dikuasai pemerintah baik secara langsung
maupun tidak langsung dan sudah berstatus maupun belum
berstatus barang milik Negara/Daerah yang tidak sengaja
tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan
tujuan pemberian haknya.™

Apabila sebidang tanah tersebut termasuk kriteria tanah terlantar
maka akan memiliki implikasi hukum. Implikasi hukum tersebut baru
berlaku setelah adanya keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh
badan pertanahan nasional. Sebekum menjatuhkan keputusan tersebut
terlebih dahulu dikeluarkan peringatan sebanyak tiga kali. Setelah
dijatuhakan peringatan untuk ketiga kalinya kepada pemegang hak namun,
tidak ada kemajuan dalam penggunaan tanah dan pemanfaatannya maka
berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 tahun
2010 akan ditetapkan sebagai tanah terlantar. Implikasi dari penetapan
tersebut ialah tanah yang semula dikuasai oleh subjek hukum menjadi
hapusnya hak atas tanah, pemutusan hubungan hukumnya, dan sekaligus

menegaskan bahwa tanah dimaksud dikuasai langsung oleh negara.

Y http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/fileku/dokumen/v102010%20supriyanto.pdf, diakses
tanggal 13 Desember 2017 pukul 21.31 WIB
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E. Metode Penelitian
1. Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah Perseroan Terbatas Yang Terletak di Kota
Samarinda yaitu PT. Batu Penggal Industri dan PT. Sumber Cahaya ABC.
Masing-Masing PT tersebut sebagai pemegang hak atas tanah yang

terindikasi sebagai tanah terlantar

2. Subyek Penelitian
Adapun subyek penelitian yang akan dijadikan responden dalam
penelitian adalah:
1. Pejabat Kantor Pertanahan Kota Samarinda

2. Perusahaan yang tanahnya terindikasi terlantar

3. Sifat Penelitian
Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis
normatif, dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber data utama,

dan data primer sebagai pelengkap.

4. Sumber data

Penelitian Hukum normative merupakan penelitian kepustakaan, yaitu
penelitian tehadap data sekunder. Data Sekunder adalah data yang
diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Bahan
Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya

mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari:
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1) Norma dasar Pancasila,

2) Peraturan dasar; batang tubuh UUD 1945, ketetapan-ketetapan
MPR,

3) Peraturan perundang-undangan,

a.

b.

C.

d.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang
Penertiban dan Pendayagunaan tanah terlantar

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun
2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun
2011 tentang Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah
Terlantar

4) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan,

5) yurisprudensi dan Putusan Mahkamah Agung Nomor:
13/G/2012/PTUN-SRG Tahun 2012 PT. Pondok Kalimaya
Putih diwakili oleh Dewanto Kurniawan Melawan 1. Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 2. Kepala
Kantor Pertanahan Kabupaten Serang

Adapun bahan hukum sekunder adalah yaitu bahan-bahan yang erat

hubingannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu

menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum

sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi

mengenai prisip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan

klasik para sarjana yang mempunyai klasifikasi tinggi. Bahan-bahan

hukum sekunder meliputi:

1) rancangan peraturan perundang-undangan,
2) hasil karya ilmiah para sarjana,
3) hasil-hasil penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

wawancara langsung dilakukan pada narasumber, yang terdiri dari:

1) Akademisi;
2) Pejabat dalam Lingkup Kantor Pertanahan;



3)

16

Pemegang Hak atas Tanah (PT. Batu Penggal Chemical
Industri dan PT. Sumber Cahaya ABC)

Adapun pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber

(secara umum), adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

Pertanyaan yang akan diajukan akademisi adalah sebagali

berikut:

a) Apakah sebidang tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah
terlantar yang kemudian menjadi tanah negara, lalu
bagaimana cara agar tanah tersebut dapat diberikan hak
kepada subjek hukum?

Pertanyaan yang akan diajukan kepada Pejabat Lingkup

Kantor Pertanahan adalah sebagai berikut:

a) Didalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010
dinyatakan bahwa terhadap tanah yang telah terindikasi
sebagai tanah terlantar akan diberikan peringatann
sebanyak 3(tiga) kali. Apa saja bentuk dari peringatan
tersebut?

b) Bagaimana sikap pejabat kantor pertanahan mengenai
tanah yang belum digunakan dalam waktu yang cukup
lama?

Pertanyaan yang diajukan kepada pemegang hak atas tanah

adalah sebagai berikut:

a) Apa yang menjadi faktor terhadap asset negara yang belum

dikelola sejak diterbitkannya HGB?
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b) Apakah langkah yang dilakukan apabila sebidang tanah
yang dimiliki teridikasi sebagai tanah terlantar?
b. Studi Dokumenter
Studi Dokumen, mencari dan mengkaji berbagai dokumen yang
berhubungan dengan permasalahan penelitian, khusunya dokumen

yang berada di Kantor Pertanahan

6. Pendekatan yang Digunakan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual.
Metode pendektan perundang-undangan. Pendekatan Perundang-Undangan
adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan
perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu
hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini
dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesusaian antara Undang-

Undang Dasar, atau antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya.

7. Pengolahan Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan secara metode kualitatif. Metode ini
digunakan apabila atas hasil analisis nantinya akan dipaparkan secara
deskriptif, dengan harapan dapat menggambarkan secara jelas mengenai
ketentuan hukum terhadap tanah terlantar dan upaya-upaya hukum yang
dapat dilakukan oleh pemegang hak atas tanah, dengan demikian diperoleh
gambaran yang menyeluruh tentang permasalahan-permasalahan yang

diteliti.
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BAB 11

TINJAUAN UMUM TENTANG TANAH TERLANTAR

A. Hak Penguasaan Atas Tanah

Ruang lingkup bumi apabila melihat dari definisi dalam UUPA adalah
seluruh permukaan bumi dan tubuh bumi dibawahnya serta yang berada di
bawah air.*? Permukaan bumi dan tubuh bumi tersebut sebelum dimanfaatkan
maka terlebih dahulu harus terdapat penguasaan atasnya. Pengertian
penguasaan dapat dipakai dalam arti fisik ataupun dalam arti yuridis serta
beraspek privat dan publik. Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan
yang dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi
kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang
dihaki.'®* Hak penguasaan atas tanah dapat diartikan juga sebagai lembaga
hukum, jika belum dihubungkan dengan tanah tertentu dan subjek tertentu

sebagai pemegang haknya. **

akan tetapi penguasaan hak atas tanah
merupakan hubungan hukum yang konkret (subjectif recht) jika sudah
dihubungkan dengan tanah tertentu dan subjek tertentu sebagai pemegang
hak. *°

Apabila seseorang atau badan hukum telah menguasai sebidang atas tanah

maka penguasaan tersebut dapat dimohonkan agar memiliki kekuatan hukum

yaitu berupa hak atas tanah. Hak atas tanah adalah hak yang memberi

12 Urip Santoso Hukum Agraria Dan Hak-Hak Atas Tanah, Jakarta: Kencana, Ctk Ketiga,
2007, HIm. 73
3 Ibid
1: Arba, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, Ctk. Pertama, 2015, HIm. 82
Ibid
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wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan atau
mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. *® Kata “menggunakan”
mengandung pengertian bahwa hak atas tanah digunakan untuk kepentingan
mendirikan bangunan, sedangkan kata “mengambil manfaat” mengandung
pengertian bahwa hak atas tanah digunakan untuk kepentingan bukan
mendirikan bangunan, akan tetapi untuk mengambil manfaat dari tanah
tersebut. Pengertian Hak Atas Tanah juga dirumuskan dalam Pasal 4 ayat (1)
dan (2) UUPA adalah hak yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh
orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain
serta badan hukum untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan,
demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar
diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan
penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-Undang ini dan
Peraturan-Peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Hak penguasaan tanah oleh negara berisi serangkaian wewenang,
kewajiban dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu
mengenai tanah yang dihaki. Penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat
dimaknakan sebagai kekuasaan atau kewenangan untuk menempati dan
menggunakan tanah yang berasal dari hak-hak adat, sementara itu,

penguasaan tanah oleh individu atau badan hukum adalah erat kaitannya

16 Urip Santoso, Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah, Jakarta: Kencana, Ctk.
Kedua, 2011, HIm. 49
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dengan pemberian hak atau kewenangan kepada orang atau badan untuk
memanfaatkan dan menggunakan tanah tersebut untuk kepentingannya.*’
Menurut Soedikno Mertokusumo, wewenang yang dimiliki oleh
pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi dua yaitu:*®

1. Wewenang Umum

Wewenang yang bersifat umum, yaitu pemegang hak atas tanah
mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya,
termasuk juga tubuh bumi, air dan ruang yang ada diatasnya
sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung
berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas
menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan hukum
lainnya yang lebih tinggi

2. Wewenang Khusus
Wewenang yang bersifat khusus, yaitu pemegang hak atas
tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya
sesuai dengan macam hak atas tanahnya, misalnya wewenang
pada tanah hak milik adalah dapat untuk kepentingan pertanian
dan/atau mendirikan bangunan.

Dalam hukum tanah nasional ada bermacam-macam hak

penguasaan atas tanah, yang dapat disusun dalam hierakhi sebagai berikut:

=

Hak Bangsa Indonesia
Hak Menguasai dari Negara
3. Hak ulayat masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang
menurut kenyataannya masih ada
4. Hak-hak individual:
a. Hak-hak atas tanah
- Primer: Hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna
Bangunan, yang diberikan oleh negara dan Hak pakai
yang diberikan oleh negara
- Sekunder: Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang
diberikan oleh pemilik tanah, Hak Gadai, Hak Usaha
Bagi-Hasil, Hak Menumpang, Hak Sewa dan lain-
lainnya

N

b. Wakaf

7 Arba, Op.Cit, HIm. 83
8 1bid
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c. Hak jaminan atas tanah

B. Hak Menguasai Tanah Atas Negara

Hak menguasai negara atas tanah berisi wewenang untuk mengatur,
mengurus dan mengawasi perolehan dan penggunaan tanah. Hak menguasai
negara ini merupakan sebuah nama yang diberikan oleh UUPA kepada
lembaga hukum dan hubungan hukum konkret antara Negara dan tanah
rakyat Indonesia. Hak menguasai Negara yang terdapat didalam Pasal 33
UUD 1945 termuat dalam ayat (2) dan (3). Pasal 33 ayat (2) menyatakan:
“cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat
hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Kemudian Pasal 33 ayat (3)
dinyatakan lagi: “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat”

Kandungan makna dalam Pasal tersebut memiliki dua garis besar yaitu:
pertama, negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya. Kedua, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ** Makna dari
kalimat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat bila dilihat dalam persepektif
hukum ialah adanya jaminan hukum atas hak-hak sosial ekonomi rakyat,
sehingga dapat kelayakan sebagai warga negara. Apabila dikaitkan dengan
Hak Menguasai Negara atas Tanah, maka makna itu dapat ditafsirkan sebagai

keterlibatan rakyat secara hukum dalam mengusahakan dan menikmati

® Winahyu Erwaningsih, Hak Menguasai Tanah Atas Negara, Yogyakarta: Total Media,
ctk pertama, 2009, him. 82
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pemanfaatan segala potensi tanah yang menjadi hak miliknya. ?° Hak
menguasai negara merupakan suatu konsep yang mendasarkan pada
pemahaman bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan dari seluruh
rakyat sehingga bagi pemilik kekuasaan, upaya mempengaruhi pihak lain
menjadi sentral.?X Tujuan hak menguasai negara atas tanah dimuat dalam
Pasal 2 ayat (3) UUPA, vyaitu untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran
rakyat, dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam
masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan
makmur.

Hak menguasai negara merupakan limpahan dari tugas bangsa yang telah
disampaikan oleh para pendiri bangsa pada kala itu. Limpahan tugas tersebut
dalam kedudukannya sebagai negara maka negara mempunyai peranan
sebagai berikut:*®

a. Sebagai organisasi seluruh rakyat yang tertinggi

b. Sifatnya sebagai badan penguasa, negara diberi tugas oleh
Undang-Undang untuk menjalankan tugasnya yang dapat
dipaksakan kepada pemilik tanah, mengikut UUD 1945

c. Kewujudannya sebagai kerajaan maka kerajaan tersebut adalah
pemegang kedaulatan atas tanah seluruh wilayah kerajaan
karena sifatnya sebagao negara.

Seluruh tanah yang ada di Indonesia telah dikuasai oleh negara, namun

pengertian dari penguasaan atas tanah tidak harus dimiliki oleh negara.

Negara memiliki hak untuk menguasai tanah melalui fungsi negara untuk

% Mukmin Zakie, Kewenangan Negara Dalam Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan
Umum Di Indonesia Dan Malaysia, Yogyakarta, Buku Litera, Ctk. Kedua, 2013, Him. 81

2! Winahyu Erwaningsih, Op.Cit. 83

22 Mukmin Zakie, Op. Cit, HIm. 75



23

mengatur dan mengurus.? Negara berwenang menentukan pengaturan dan
penyelenggaraan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaannya.
Selain itu negara juga berwenang untuk menentukan dan mengatur hak-hak
yang dapat dipunyai (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa dan
menentukan serta mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang
dan perbuatan hukum yang berkaitan dengan bumi, air dan ruang angkasa.?
Hak menguasai negara atas tanah bersumber dari hak bangsa Indonesia atas
tanah, yang hakikatnya merupakan penugasan pelaksanaan tugas kewenangan
Bangsa Indonesia yang mengandung unsur hukum publik.?® Tugas mengelola
seluruh tanah bersama tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh bangsa
Indonesia, maka dalam penyelenggaraanya, bangsa Indonesia sebagai
pemegang hak dan pengemban amanat tersebut pada tingkatan tertinggi
dikuasakan kepada Negara Republik Indonesia sebagai organisasi
keseluruhan masyarakat.

A.P Parlindungan menyatakan bahwa pengertian hak menguasai dari
negara mencakup:*®

a. pengertian yang dituangkan oleh Pasal 2 ayat (2) UUPA,
baik terhadap bumi, air dan ruang angkasa dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya;

b. konstatasi dari hak-hak yang sudah pernah ada sebelum
berlakunya UUPA, vyaitu tanah-tanah ex BW dan tanah-
tanah ex Hukum Adat dan kemudian dikonversi kepada
hak-hak yang diatur oleh UUPA. Juga konversi atas tanah-
tanah badan pemerintahan yang dahulu Dberstatus

Eigendom, kemudian menjadi Hak Pengelolaan atau Hak
Penguasaan (Hak Pakai yang tidak terbatas);

% Ibid

?* Hak Menguasai Tanah Dijabarkan Dalam Pasal 2 Uupa
% Urip Santoso, Op.Cit. HIm. 118

% A.P. Parlindungan, Op.Cit 13-34



24

c. memberikan hak-hak yang diatur oleh UUPA, seperti Hak
Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak
Pengelolaan;

d. mengesahkan suatu perjanjian pendirian Hak Guna
Bangunan atau Hak Pakai atas tanah Hak Milik dan
kemudian mendaftarkannya dan menerbitkan sertifikatnya.

Kewenangan negara dalam bidang pertanahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA merupakan pelimpahan tugas bangsa untuk
mengatur penguasaan dan memimpin penggunaan tanah bersama yang
merupakan kekayaan nasional. Tegasnya, hak menguasai negara atas tanah
adalah pelimpahan kewenangan publik dari hak bangsa, konsekuensinya,
kewenangan tersebut hanya bersifat publik semata.?’

Dalam melaksanakan Hak Menguasai Negara Atas Tanah telah
ditetapkan beberapa batasan-batasan, yaitu:*

a. Hak menguasai negara atas tanah tidak boleh
mengesampingkan hak-hak atas tanah yang telah dipunyai oleh
warga negara Indonesia, warga negara asing Yyang
berkedudukan di Indonesia dan badan hukum

b. Untuk tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh
seseorang atau pihak lainya, berdasarkan hak menguasai dari
negara atas tanah, negara mempunyai kekuasaan penuh untuk
dapat memberikannya dengan sesuatu hak kepada warga

negara Indonesia atau badan hukum menurut keperluan dan
peruntukannya.

Pelaksanaan hak menguasai negara atas tanah dapat dikuasakan atau
dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat hukum adat, sekedar
diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut
ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah (Pasal 2 ayat (4) UUPA).

Pelimpahan pelaksanaan sebagian kewenangan negara tersebut dapat juga

27 Oloan Sitorus Dan Nona Dyawati, Hak Atas Tanah Dan Kondominium Suatu Tinjauan
Hukum, Jakarta: Dasamedia Utama, 1994, HIm 7
%8 Urip Santoso, Op.Cit, HIm. 121
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diberikan kepada badan otorita, perusahan negara, dan perusahaan daerah,

dengan pemberian penguasaan tanah-tanah tertentu dengan Hak Pengelolaan.

Subjek hak menguasai Negara adalah Negara Republik Indonesia,
sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan objek hak
menguasai Negara adalah seluruh tanah yang berada didalam wilayah
Republik Indonesia, baik tanah-tanah yang belum dihaki maupun terhadap
tanah yang telah ada hak dengan hak-hak perorangan yang diberikan oleh
UUPA. Hak menguasai negara tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain
akan tetapi pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah
dan masyarakat Hukum Adat, sepanjang hal itu diperlukan dan tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional sebagai tugas pembantuan, bukan
otonomi dan segala sesuatunya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pelimpahan pelaksanaan kewenangan selain kepada Pemerintah Daerah dan
masyarakat Hukum Adat, juga kepada Badan-badan Otoritas, Perusahaan-
perusahaan Negara, Perusahaan-perusahaan Daerah, dengan pemberian
penguasaan tanah-tanah tertentu dengan apa yang dikenal dengan Hak

Penngelolaan.

Bidang kuasa negara dalam bidang pertanahan tersebut dilakukan oleh
badan penyelenggara negara Yyaitu badan-badan pemerintahan dari pusat
hingga ke daerah sedangkan sifat kekuasaannya adalah bersifat umum
semata-mata. Pengaturan kewenangan pemerintahan dalam bidang
pertanahan dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya

pada Pasal 33 ayat (3). Banyak dapat ditemukan mengenai kewenangan
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Pemerintah Daerah dalam hal bidang pertanahan, yaitu Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 13 dan 14 yang menyebutkan bahwa urusan
wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Provinsi dan
Kabupaten/Kota) yang meliputu 16 bidang urusan, salah satunya adalah
pelayanan pertanahan. Undang-Undang ini mewajibkan Pemerintah
Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan urusan dibidang pertanahan
sebagai pelaksanaan dari otonomi daerah dan merupakan urusan yang
bersifat wajib karena sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan

pelayanan dasar warga negara.”

C. Fungsi Sosial Hak Atas Tanah

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi rasa
kebersamaan. Hal-hal tersebut dapat diwujudkan serta dilihat dalam kegiatan
sehari-hari seperti gotong royong dan upaya saling membantu lainnya. Hal
yang demikian kemudian dituangkan di dalam hukum tanah Nasional
tepatnya di dalam Pasal 6 UUPA. Pasal tersebut menyatakan bahwa, “semua
hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Dari pernyataan tersebut, maka
dapat diketahui bahwa Pasal 6 UUPA merumuskan secara singkat sifat
kebersamaan atau kemasyarakatan hak-hak atas tanah. Di Indonesia hak
apapun yang melekat pada sebidang tanah maka mengandung unsur
kebersamaan, karena semua ha katas tanah secara langsung atau tidak

langsung berasal dari Hak Bangsa, yang merupakan Hak Bersama.

# Suriansyah Murhaini, Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan,
Surabaya, Laksbang Justitia, Ctk. Pertama, 2009, HIm. 18



27

Demikianlah tanah yang dihaki seseorang bukan hanya mempunyai fungsi
bagi pemegang hak nya saja, tetapi juga bagi bangsa Indonesia seluruhnya.*
Sebagai konsekuensinya, dalam mempergunakan atau memanfaatkan
sebidang tanah, bukan hanya kepentingan yang berhak sendiri saja yang
dipakai sebagai acuan, tetapi harus memperhatikan mengenai kepentingan
masyarakat serta harus diusahakan adanya keseimbangan antara kepentingan
yang mempunyai dan kepentingan masyarakat. Lebih lanjut dalam bukunya
Oloan dan H.M Zaki juga menyebutkan beberapa konsekuensi dari fungsi
sosial ha katas tanah, yaitu:*

1. Tidak dapat dibenarkan untuk menggunakan atau tidak
menggunakan tanah hanya untuk kepentingan pribadi
pemegang haknya, apalagi merugikan masyarakat

2. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan tanah dan
sifat dari haknya, sehingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan
dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi
masyarakat dan negara

3. Penggunaan dan pemanfaatan tanah harus memperhatikan
rencana tata ruang maupun instrument penatagunaan tanah
lainnya yang ditetapkan secara sah oleh pihak yang berwenang

4. Pemegang hak atas tanah wajib memelihara tanah dengan baik,
dalam arti menambah kesuburan dan mencegah kerusakan atas
tanah

5. Merelakan hak atas tanah dicabut demi kepentingan umum.

Untuk menghindari adanya penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan
peruntukkan tanah, maka dengan tegas di dalam Pasal 14 UUPA yang pada
intinya menyatakan bahwa setiap orang atau badan hukum pemegang hak

atas tanah untuk mempergunakan tanah sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan oleh pemerintah tersebut demi tercapainya fungsi sosial. Dengan

%0 Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Djambatan, Edisi 2008, HIm. 298
31 Oloan Sitorus Dan H.M Zaki Sierrad, Hukum Agrarian Di Indonesia Konsep Dasar
Dan Implementasi, Yogyakarta, Ctk. Perdana, 2005, HIm. 66
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demikian UUPA mewajibkan kepada pemegang hak atas tanah untuk
mempergunakan tanah yang bersangkutan sesuai dengan keadaan tanahnya
juga keadaan sifat serta tujuan diberikannya hak tersebut kepada orang atau
badan hukum. Jika kewajiban yang telah diberikan tersebut dilalaikan maka
hal tersebut dapat mengakibatkan hapusnya atau batalnya hak yang
bersangkutan.

Adanya fungsi sosial atas tanah maka tanah bukan merupakan komoditi
perdagangan, biarpun dimungkinkan tanah yang dipunyai dijual, jika ada
keperluan. Tanah juga tidak boleh dijadikan objek investasi semata-mata.
Biarpun ada kemungkinan orang yang mempunyai tanah memperoleh
keuntungan dari kenaikan harga tanah. Tindakan untuk menjadikan tanah
sebagai investasi menjadikan subjek hukum untuk mendapatkan tanah
sebanyak-banyak yang kemudian demi kepentingannya tersebut tanah dijual.
Perlu diperhatikan juga, bahwa adanya larangan pemilikan tanah seperti yang
dituangkan di dalam Pasal 7 UUPA. Dengan demikian, pemilikan dan
penguasaan tanah yang melampaui batas kewajaran jelas merupakan hal yang
bertentangan dengan asas landreform yang bertujuan untuk mewujudkan
keadilan sosial berupa pemerataan penguasaan tanah sebagaimana yang
dijabarkan oleh Pasal 7 dan Pasal 17 UUPA.*® Apa yang dilarang dalam

ketentuan Pasal 7 dan Pasal 17 tersebut maka di dalam literatur terkenal

* Ibid, HIm. 300
% Maria S.W. Sumardjono, Tanah Dalam Persepektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya,
Jakarta: Buku Kompas, 2008, HIm 12
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dengan larangan latifundia, artinya larangan penguasaan tanah yang luas
sekali sehingga ada batasan maximum seseorang boleh mempunyai tanah. **
Salah satu tujuan UUPA sebenarnya bukan menambah pembatasan atau

mengurangi kebebasan individu dalam hal menentukan peruntukan dan
penggunaan tanah yang dipunyainya. Tujuan UUPA justru akan memperkuat
kedudukan individu dalam hubungannya dengan masyarakat dan anggota
masyarakat yang lainnya. Mengenai hubungan individu dengan masyarakat,
Soepomo menjelaskan bahwa, didalam Hukum Adat yang primer bukanlah
individu, karna itu kehidupan individu adalah kehidupan yang terutama
diperuntukkan buat mengabdi kepada masyarakat. ** Dengan demikian
kepentingan individu bukanlah mendapat sebuah batasan akan tetapi agar
adanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan
masyarakat, sehingga tercapainya tujuan pokok, yaitu kemakmuran, keadilan
dan kebahagiaan bagi rakyat seluruhnya. Fungsi sosial hak atas tanah
merupakan salah satu dari tiga kewajiban yang diatur didalam UUPA yang
dibebankan kepada pemegang hak, yaitu:

1. Kewajiban menjalankan fungsi sosial hak atas tanah

2. Kewajiban untuk memelihara dan menjaga kesuburan tanah

3. Kewajiban untuk mengerjakan sendiri secara aktif tanah
pertanian

% AP. Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agrarian, Bandung:
Mandar Maju, 1998, HIm. 72

% Djoni Sumardi, Hukum Pengadaan Tanah Aspek Kesepakatan Dalam Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Yogyakarta, Ull Press, Ctk. Pertama, 2018,
Him. 48

* Ibid
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D. Tanah Terlantar

Tanah terlantar merupakan permasalahan yang pelik untuk ditangani,
namun bukan berarti tidak mungkin untuk diatasi. Terdapat beberapa
peraturan yang dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan mengeai Tanah
Terlantar. Peraturan yang dulu pernah dikeluarkan vyaitu Peraturan
Pemerintah No. 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan
Tanah Terlantar. Dalam perjalanannya Peraturan tersebut memiliki beberapa
kekurangan dan keterbatasan yang mengakibatkan kegiatan penertiban serta
pendayagunaan tanah terlantar tersebut terhambat. Didalam Peraturan
Pemerintah No. 36 Tahun 1998 tidak dijelaskan mengenai berapa jangka
waktu terhadap sebidang tanah yang belum diusahakan hingga terindikasi
sebagai tanah terlantar. Belum lengkapnya PP. No. 36 Tahun 1998 tersebut
maka dibuatlah Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban
dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Peraturan terbaru mengenai penertiban
tanah terlantar tersebut didalam isi-isi pasalnya, setidaknya mampu
menjawab berbagai pertanyaan dan permasalahan yang tidak ditemukan di
Peraturan sebelumnya.

Pengertian mengenai Tanah Terlantar apabila dapat dilihat dari Peraturan
yang lama yaitu Pasal 1 angka (5) PP. 36 Tahun 1998 yang menyatakan
bahwa, tanah terlantar adalah tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak
atas tanah, pemegang hak pengelolaan atau pihak yang telah memperoleh
dasar penguasaan atas tanah tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Namun, didalam PP.
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No. 11 tahun 2010 tidak ditemukan mengenai pengertian tentang Tanah
Terlantar, melainkan pengertian Tanah Terlantar terdapat didalam Peraturan
Kepala Badan Nasional No. 4 Tahun 2010 Pasal 1 angka 5 yang menyatakan
bahwa, tanah yang di indikasi sebagai tanah terlantar adalah tanah yang
diduga tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai
dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar
penguasaannya yang belum dilakukan indentifikasi dan penelitian. Dari
kedua pengertian yang terdapat dalam Peraturan tersebut, maka dapat
disimpulkan bahwa sebidang tanah yang telah ada haknya maupun hanya
sebatas penguasaan atas tanah apabila tidak dimanfatkan, tidak dijaga
kesuburannya serta membuat kerugian bagi masyarakat maka tanah tersebut
dapat terindikasi sebagai tanah terlantar. Didalam Pasal 27, Pasal 34 dan
Pasal 40 UUPA tanah yang diterlantarkan mengakibatkan hapusnya hak atas
tanah. Hapusnya hak atas tanah tersebut juga dapat disebabkan oleh beberapa
hal yang salah satunya adalah tidak menjalankan kewajiban sebaagai
pemegang haka tau diterlantarkannya tanah tersebut.

Dari pemaparan mengenai pengertian tanah terlantar, maka dapat
menentukan apa saja yang menjadi objek tanah yang dapat terindikasi sebagai
tanah terlantar. Perihal objek tanah terlantar, Pasal 2 PP. No. 11 Tahun 2010
menyatakan bahwa objek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang
sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan, Hak Pakai dan hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas

tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan
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sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar
penguasaannya. Sedangkan yang bukan merupakan objek tanah terlantar
berdasarkan Pasal 3, yaitu:

1. Tanah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan atas nama perseorangan
yang secara tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan
atau sifat dan tujuan pemberian haknya; dan

2. Tanah yang dikuasaii pemerintah baik secara langsung maupun tidak
langsung dan sudah berstatus maupun belum berstatus Barang Milik
Negara/Daerah yang tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan
keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya.

Setelah mengetahui ruang lingkup dan pengertian perihal tanah terlantar
maka untuk menetapkan sebidang tanah sebagai tanah terlantar maka
diperlukan beberapa tahap-tahap yang dilakukan. Tata cara penertiban tanah
terlantar sebagai mana yang dimaksud dapat dilakukan dengan tahapan:

1. Inventarisasi tanah Hak atau dasar penguasaan tanah yang terindikasi

terlantar terlantar
Inventarisasi tanah merupakan langkah awal dalam menetapkan suatu
tanah yang terindikasi sebagai tanah terlantar. Pemerintah melalui Kantor

Pertanahan dapat memperoleh data mengenai tanah-tanah yang terindikasi

terlantar berbagai macam hal, seperti adanya laporan tertulis dari

masyarakat disertai bukti, selain itu juga dapat diperoleh dari hasil
pemantauan oleh KanWil, KanTah atau dari instansi lainnya. Pada tahap
inventarisasi, dimana Kepala Kantor Wilayah melalui jajaran staf nya
melakukan pengumpulan data mengenai tanah yang meliputi data tekstual

dan data spasial, setelah pengumpulan data dari wilayah tersebut telah
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terkumpul kemudian dilakukan pengelompokan data tanah berdasarkan
wilayah Kabupaten/Kota dan jenis Hak/Dasar Penguasaan.
2. ldentifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar

Setelah dilakukan analisis terhadap inventarisasi tanah hak atau dasar
penguasaannya dan telah ditetapkan target identifikasi dan penelitian
berdasarkan pertimbangan lamanya tanah tersebut diterlantarkan dan/atau
luas tanah yang terindikasi terlantar, kemudian Kepala Kantor Wilayah
menyiapkan data dan informasi tanah terindikasi terlantar yang meliputi:

a. Verifikasi data fisik dan data yuridis meliputi jenis hak dan
letak tanah

b. Mengecek buku tanah dan/atau warkah dan dokumen lainnya
untuk mengetahui keberadaan pembebanan, termasuk data,
rencana dan tahapan pengggunaan dan pemanfaatan tanah pada
saat pengajuan hak;

c. Meminta keterangan dari pemegang hak dan pihak lain yang
terkait;

d. Melaksanakan pemeriksaan fisik berupa letak batas,
penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan menggunakan
teknologi yang ada;

e. Melaksanakan ploting letak penggunaan dan pemanfaatan
tanah pada peta pertahanan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik
sebagaimana dimaksud pada huruf d;

f. Membuat analisis penyebab terjadinya tanah terlantar;

g. Menyusun laporan hasil identifikasi dan penelitian.

Apabila data serta berbagai macam informasi tersebut dinilai sudah
cukup sebagai bahan pengambilan keputusan upaya penertiban, maka
dibentuklah Panitia C. tugas dari dibentuknya Panitia C tsebagaimana
yang diatur dalam Pasal 10 ayat (3) tersebut ialah membantu menyiapkan
data yang diperlukan serta membuat resume permasalahan tanah yang
terindikasi terlantar dan mejalankan tugas administrasi. Panitia C juga

melaksanakan sidang panitia untuk membahas dan memberikan saran
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pertimbangan kepada Kepala Kantor Wilayah dalam rangka penertiban

tanah terlantar.

3. Peringatan terhadap pemegang hak

Setelah melewati dua prosess di atas dan apabila hasil identifikasi dan
penelitian dapat disimpulkan terdapat tanah terlantar, maka dikeluarkanlah
peringatan tertulis kepada pemegang hak. Peringatan tersebut berdasarkan
PP. No. 11 Tahun 2010 dilakukan sebanyak tiga kali. Berdasarkan Pasal
15 PerKaBan No. 4 Tahun 2010 bahwa didalam peringatan yang diberikan
kepada pemegang hak untuk melakukan hal sebagai berikut:

a. mengusahakan, menggunakan dan memanfaatkan tanahnya
sesuai keadaan atau sifat dan tujaun pemberian haknya;

b. dalam hal tanah yang digunakan tidak sesuai dengan sifat dan
tujuan pemberian haknya, pemegang hak harus mengajukan
permohonan perubahan hak atas tanah kepada Kepala sesuai
dengan peraturan yang berlaku;

c. mengajukan permohonan hak untuk dasar penguasaan atas
tanah mengusahakan, menggunakan atau memanfaatkan
tanahnya sesuai dengan ijin/keputusan/surat dari pejabat yang
berwenang.

Apabila pemegang hak atas tanah tersebut telah menerima surat
peringatan untuk pertama kali maka PP. No. 11 Tahun 2010 memberikan
jangka waktu satu bulan untuk pemegang hak atas tanah mengelola
tanahnya tersebut. Dalam masa peringatan-peringatan tersebut pemegang
hak wajib melaporkan berkala setiap dua minggu kepada Kepala Kantor
Wilayah.

Kemudian setelah peringatan pertama berakhir, maka pejabat yang

berwenang akan melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan
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kemajuan, pengusahaan, penggunaan dan pemanfaatan tanahnya dan
pemegang hak harus memberikan data dan informasi perkembangan
kemajuan tersebut. Setelah kegiatan proses evaluasi tersebut telah selesai
maka dibuatlah Laporan dan evaluasi tanah yang diterlantarkan disertakan
dengan lampiran peta penggunaan tanah serta peta penguasaan tanah.
Apabila setelah dikeluarkannya Peringatan Pertama dan setelah
memperhatikan kemajuan pengusahaan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah dalam hal ini pemegang hak tidak mengindahkan dan tidak
melaksanakan Peringatan Pertama dan berdasarkan hasil laporan evaluasi
masih terdapat tanah yang diterlantarkan, maka akan dikeluarkan
Peringatan Kedua oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal peringatan ini
PP. No. 11 Tahun 2010 Pasal 8 yang menyatakan bahwa peringatan
dilakukan sebanyak tiga kali dan apabila dalam peringatan Kketiga
pemegang hak atas tanah tidak menjalankan perintah yang terdapat dalam
surat peringatan maka akan dijatuhkan sanksi tanahnya ditetapkan sebagai
tanah terlantar, yang sekaligus memuat hapusnya hak, putusnya hubungan
hukum dan penegasan tanahnya yang dikuasai langsung oleh negara.
Didalam Pasal 17 ayat (2) PerKaBan No. 4 Tahun 2010 menyatakan
bahwa kriteria tidak mematuhi tindakan yang harus dilakukan, meliputi:
a. tidak menggunakann tanahnya sesuai dengan sifat dan tujuan
pemberian haknya;
b. masih ada tanah yang belum diusahakan sesuai dengan surat
Keputusan atau dasar penguasaan tanah;
c. masih ada tanah yang penggunaanya tidak sesuai dengan Surat

Keputusan atau dasar penguasaan tanah;
d. tidak ada tindak lanjut penyelesaian pembangunan
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e. penggunaan tanah tidak sesuai dengan Surat Keputusan atau
dasar penguasaan tanah;
f. belum mengajukan permohonan hak untuk dasar penguasaan
tanah.
4. Penetapan tanah terlantar
Dalam hal penetapan sebidang tanah yang dinyatakan terlantar hanya
dapat dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional. Kepala kantor
wilayah hanya sekedar memberikan usulan dalam bentuk laporan resume
yang telah disusun. Pasal 20 PerKaBan No. 4 Tahun 2010 menyatakan
presentase luas penetapan tanah terlantar dikelompokan menjadi
a. 100 Persen terlantar:

Apabila dalam hal seluruh hamparan tanah telah
diterlantarkan, maka keputusan penetapan tanah terlantar
diberlakukan terhadap seluruh hamparan hak atas tanah tersebut.

b. Lebih dari 25 persen sampai dengan kurang dari 100 persen
terlantar:

Apabila hanya sebagian hamparan tanah yang diterlantarkan,
maka keputusan penetapan tanah terlantar diberlakukan terhadap
seluruh hak atas tanah tersebut dan selanjutnya kepada pemegang
hak diberikan kembali sebagian tanah yang benar-benar
diusahakan, dipergunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan

keputusan pemberian haknya, dengan melalui prosedur pengajuan

permohonan hak atas tanah.
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c. Kurang dari atau sama dengan 25 persen terlantar:

Apabila hamparan tanah hak yang diterlantarkan kurang dari
atau sama dengan 25 persen, maka keputusan penetapan tanah
terlantar diberlakukan hanya terhadap tanah yang diterlantarkan
dan selanjutnya pemegang hak mengajukan permohonan revisi luas

bidang tanah hak tersebut.

Setelah tanah tersebut telah dinyatakan sebagai tanah terlantar yang
kemudian menjadi Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar. Dalam PerKaBan
No. 5 Tahun 2010 Pasal 1 menyatakan bahwa, Tanah negara bekas tanah
terlantar adalah tanah yang sudah ditetapkan sebagai tanah terlantar,
dihapuskan haknya, diputus hubungan hukumnya, dan ditegaskan menjadi
tanah yang dikuasai langsung oleh Negara merupakan Tanah Cadangan
Umum Negara, selanjutnya disebut TCUN. Tanah cadangan umum negara
digunakan atau dialokasikan secara nasional untuk kepentingan masyarakat
dan negara melalui program reforma agraria. Melalui program ini
dimanfaatkan untuk pertanian dan non pertanian dengan mempertimbangkan
hasil pertimbangan teknis dari Tim Nasional. Tidak hanya dialokasikan
melalui program reforma agraria, akan tetapi dapat juga dialokasikan melalui
program strategis negara yang dimanfaatkan antara lain untuk pengembangan
sektor, pangan, energy, perumahan rakyat dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Dalam program strategis negara ini tidak hanya
dialokasikan kepada masyarakat, melainkan pada badan hukum serta

kerjasama masyarakat dan badan hukum. Pelaksanaan peruntukan TCUN
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untuk masyarakat, dilaksanakan melalui reforma agraria dengan kekhususan
pengembangan sektor pangan, energy dan perumahan rakyat. Sedangkan
pelaksanaan peruntukan TCUN untuk badan hukum dilaksanakan melalui
beberapa tahapan dari adanya pengumuman ketersedian TCUN, pengajuan
permohonan disertai proposal dan studi kelayakan oleh badan hukum calon
penerima TCUN, hingga adanya penetapan badan hukum penerima TCUN
oleh Kepala Badan Pertanahan atas pertimbangan teknis tim nasional.
Pelaksanaan peruntukan TCUN tersebut tidak hanya ada pada dua program di
atas yang telah disebutkan, pelaksanaan peruntukan TCUN juga untuk
cadangan negara lainnya, dengan mempertimbangkan ketersedian tanah,
kesesuaian tanah dan kemampuan tanah bagi kepentingan nasional.
Kepentingan nasional dalam hal ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan
tanah untuk kepentingan pemerintah, pertahanan dan keamanan, kebutuhan
tanah akibat adanya bencana alam, relokasi dan pemukiman kembali

masyarakat yang terkena pembangunan kepentingan umum.

Perlu juga diperhatikan bahwa TCUN memiliki kepastian objek, artinya
tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa fisik dan sengketa yuridis.
Kepastian objek ini diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan dan
pendayagunaan TCUN. Tidak dalam keadaan sengketa fisik artinya TCUN
tidak terdapat penggarapan dan penguasaan oleh pihak lain dan tidak terdapat
kelompok masyarakat penggarap lama yang sudah didata oleh BPN.
Sedangkan tidak dalam keadaan sengketa yuridis adalah bahwa TCUN tidak

terdapat perkara dipengadilan, apabila TCUN terdapat didalam pengadilan
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akan tetapi belum terdapat putuusan pengadillan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap yang memenangkan pihak penggugat. Selain itu juga dilarang
adanya masyarakat atau siapapun yang menggarap, mengusahakan atau
memakai TCUN tersebut. Upaya-upaya pencegahan tersebut dilakukan
dengan tujuan agar data yang diperoleh mengenai luasan TCUN dan luasan
tanah yang dikuasai penggarap tidak berubah sampai tahap pendayagunaan.
Selain itu juga mencegah timbulnya sengketa pada saat akan dilakukan
pengalokasian dan pendayagunaan serta mempermudah dan memperlancar

pelaksanaan pengalokasian dan pendayagunaan.

Dengan adanya penetapan pemberian hak, jenis hak dan jangka waktu
terhadap TCUN kepada masyarakat atau badan hukum maka akan selalu
diikuti dengan kewajiban yang harus dilakukan seta larangan yang harus
dipatuhi karena akan menimbulkan sanksi bagi penerima TCUN. Melihat
Pasal 29 PerKaBan No. 5 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa penerima

TCUN wajib:

a. Mengusahakan sendiri tanahnya;
b. Meningkatkan hhasil produksi;
c. Menjaga meningkatkan kesuburannya dan kelestarian tanahnya.

Pada dasarnya bagi siapapun yang mempunyai hak atas sebidang tanah
wajib melaksanakan dan mengusahakan tanahnya sesuai apa Yyang
diamanahkan didalam UUPA. Juga mengingat bahwa setiap tanah pasti
memiliki fungsi sosial yang dapat memberikan kemakmuran bagi masyarakat
karena tanah dekat dengan keberlangsungan kehidupan. Dalam hal ini,

apabila penerima TCUN tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban yang
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diberikan oleh Undang-Undang, maka akan mengakibatkan hak atas tanahnya

batal demi hukum dan tanahnya akan dikuasai langsung oleh negara.

E. Tanah Menurut Syariat Islam

Dalam pandangan islam, segala sesuatu yang ada di langit maupun yang
ada di bumi termasuk yang didalamnya tanah mempunyai hakikat adalah
milik ALLAH SWT. Hal ini dapat ditemukan dalam Al-Quran dalam surah

An-Nur [24] : 42.

Ayl ol 5t (315 5 )5 ) Sadl
yang artinya adalah “Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi

dan kepada Allah-lah semua makhluk akan kembali.

Selain dalam Surah An-Nur firman Allah yang lain dapat dijumpai di

dalam surah Al-Hadid [57]:2.
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Yang artinya adalah “kepunyaan-Nya lah kerajaan langit dan bumi, Dia

menghidupkan dan mematiikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

Dua kutipan dari firman Allah tersebut menegaskan bahwa sesungguhnya
pemilik dari segala sesuatu yang ada di bumi maupun semesta alam adalah
kepimilikan dari Allah SWT. Kita sebagai umatnya di bumi hanya sebagai
pemakai dari apa yang diberkahi oleh sang Pencipta. Manusia diberikan
kekuasaan untuk mengelola dan memanfaatkan dengan baik apa yang pada
hakikatnya kepunyaan Allah SWT. Sangat tidak sesuai apabila manusia tidak

mengelola dengan baik, menjaga kesuburan tanah dan merawat demi
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menjaga kelestarian tanah dan alam. Perihal bahwa manusia hanya
mempunyai kekuasaan dalam mengelola dapat ditemukan dalam Firman

Allah surah Al-Hadid [57]:7

| skl U 4152551 5880 5 L a0 (it 4 5 (ol 1 Sl 1) 8815 g 530 58

Yang artinya adalah “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan
nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu
menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan

menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

Dari ayat tersebut maka dapat ditarik keimpulan bahwa ayat ini adalah
asal usul kepemilikan adalah milik Allah SWT dan bahwa manusia tak
mempunyai hak kecuali memanfaatkan dengan cara yang di-Ridhai Allah

SWT.

Selain dari itu Allah SWT juga menciptakan manusia di muka bumi ialah
untuk menjadikannya khalifa di muka bumi dengan tujuan bahwa suatu
kepemimpinan yang berdasarkan tuntunan agama islam. Tujuan
kepemimpinan didalam islam adalah Iqomatun din wa siyasatud dunya bihi
yang artinya menegakkan agama dan mengatur urusan dunia dengan agama.
Dengan demikian, maka seorang pemimpin pasti memiliki tugas yang harus
dilakukan. Tugas yang pertama adalah Igomatud din, yaitu menegakkan
agama dengan menjaga agama (hifzud din) dan menjalankan agama
(tanifizuhul) serta menegakkan keadilan sesuai dengan firman Allah dalam

Al-Quran
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Yang artinya Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan
berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (An-Nahl: 90)

Tugas yang kedua adalah memerangi kebathilan. Seperti apa yang
dikatakan oleh Abu Ya’la bahwa, wajib bagi imam menjaga din sesuai
dengan pokok-pokok ajaran para salaf. Jika seseorang tergelincir didalam
syuhbat maka wajib bagi imam untuk menjelaskan hujjah menunjukkan yang
benar dan menghukumnya dengan hukuman yang pantas jika ada aturan atau
hak yang dilanggar. Hal ini dilakukan agar agama terjaga dari kerusakan dan

ummat terhalang dari ketergelinciran.
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BAB Il1
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN
2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH

TERLANTAR DI KOTA SAMARINDA

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Samarinda

Kota samarinda merupakan Ibu Kota dari wilayah Kalimantan Timur yang
memiliki luas Wilayah 718 Km? / segi atau 71800 Ha. Serta wilayah
Administratif terdiri dari 10 Kecamatan 53 Kelurahan dan 1850 RT. Kota
Samarinda terletak di 0° 19 02 — 0° 42* 31" lintang Utara dan 117° 03!

00 — 117° 18" 14" Bujur Timur.*” Berikut batas-batas Kota Samarinda,

yaitu:
- Sebelah Selatan Kabupaten Kutai Kartanegara
- Sebelah Timur Kabupaten Kutai Kartanegara
- Sebelah Utara Kabupaten Kutai Kartanegara
- Sebelah Barat : Kabupaten Kutai Kartanegara

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2010 tentang pembentukan
Kecamatan Sabutan, Kecamatan Samarinda Kota, Kecamatan Sungai pinang,
dan Kecamatan Loa Janan llir, maka wilayah kota Samarinda saat ini terbagi

menjadi 10 Kecamatan dari 53 kelurahan yang terdiri dari :

1. Kecamatan Samarinda Ilir, membawahi koordinasi 5
kelurahan dengan luas wilayah 17,18 Km?
2. Kecamatan Samarinda Utara, membawahi koordinasi 5

kelurahan dengan luas wilayah 229,50 Km?

%" Http://Disdukcapil.Samarindakota.Go.ld/Profil-2-Profil-Kota-Samarinda-Dinas-
Kependudukan-Dan-Pencatatan-Sipil-Kota-Samarinda Html, Diakses Pada Tanggal 3 Januari
2018, Jam 16.28 WITA
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Kecamatan Samarinda Ulu, membawahi koordinasi 8
kelurahan dengan luas wilayah 22,12 Km?.

Kecamatan Sungai Kunjang, membawahi koordinasi 7
kelurahan dengan luas wilayah 43,04 Km?.

Kecamatan Samarinda Seberang, membawahi koordinasi 3
kelurahanndengan luas wilayah 12,49 Kmz.

Kecamatan Palaran, membawahi koordinasi 5 kelurahan
dengan luas wilayah 221,28 Km2.

Kecamatan Samarinda Kota, membawahi koordinasi 5
kelurahan dengan luas wilayah 11,12 Km?2.

Kecamatan Loa Janan Ilir membawahi koordinasi 5
kelurahan dengan luas wilayah 26, 13 Km2.

Kecamatan Sungai Pinang, membawahi koordinasi 5
kelurahan dengan luas wilayah 34,16 Km?2.

Kecamatan Sambutan, membawahi koordinasi 5 Kelurahan
dengan luas wilayah 100,95 Km2.

Dilihat dari luas wilayah kota, maka dapat disimpulkan bahwa Kota

Samarinda merupakan Kota yang memiliki luas wilayah yang cukup besar.

Selain dari luas wilayah, Kota samarinda juga termasuk kota yang cukup

padat dihuni oleh masyarakat, pasalnya jumlah penduduk di Kota Samarinda

per-Oktober 2017 dengan total penduduk 930.224 jiwa, dengan rincian

sebagai berikut®:

Data Jumlah Penduduk Kota Samarinda Tahun 2017

No Nama Kecamatan Laki-Laki Perempuan Total

1. | Palaran 34.281 31.273 65.554
2. | Samarinda Seberang 39.533 36.179 75.712
3. | Samarinda Ulu 81.937 75.630 157.567
4. | Samarinda Ilir 42.491 39.237 81.728
5. | Samarinda Utara 57.818 53.754 111.572
6. | Sungai Kunjang 75.389 70.032 145.421

% Http://Disdukcapil.Samarindakota.Go.ld/Detail-Data-Kependudukan-141-Jumlah-
Penduduk-Meurut-Jenis-Kelamin-Bulan-Oktober-2017 Html, Diakses Pada Tanggal 17 April
2018, Jam 19.00 WITA
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Sungai Pinang

64.792

60.195

124.987

TOTAL

396.241

366.300

762.541

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah

barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu

daerah. Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga

berlaku dan harga konstan. PDRB per kapita merupakan salah satu indikator

yang diturunkan dari angka PDRB. Angka tersebut di dapat dengan cara

membagi angka PDRB suatu tahun dengan jumlah penduduk pertengahan

tahun yang ada di di daerah itu.*

Agregat PRDB Per Kapita, 2014-2016

Tahun PRDB per kapita Pendapatan Pertumbuhan
Regional PRDB per
Harga Berlaku | US$ Perkapita Kapita (%)
(rupiah)

1) @) ©) (4) ()
2014 60.568.823,1 | 5.098 58.167.271,6 5,33
2015 62.518.529,2 | 4.669 60.039.672,0 3,22
2016 63.100.508,1 | 4.742 60.598.575,4 0,93

Rata-Rata 2,60

Perihal sumber daya alam yang terdapat di Kota Samarinda memiliki

beragam sumber antara lain: peternakan, perikanan darat dan pertambangan.

Sedangkan potensi unggulan yang dominan dalam menunjang perekonomian

* Https://Samarindakota.Bps.Go.l D., Pdrb Kota Samarinda Menurut Lapangan
Usaha Tahun 2012 — 2016, Diakses Pada Tanggal 17 April 2018, Jam 19.34 Wita
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daerah adalah jasa dan perdagangan, pertanian, perkebunan (sawit dan aneka
tanaman lainnya), industri perkapalan, batubara dan lain - lain. Luas areal
komoditi perkebunan di Kota Samarinda tahun 2016 mencapai 2.821 Ha
dengan rincian komoditi karet seluas 837 Ha, kelapa dalam seluas 257 Ha,
kelapa sawit seluas 1.370 Ha, kopi seluas 4 Ha, kakao seluas 15 Ha, lada
seluas 77 Ha dan komoditi lainnya seluas 261 Ha.*® Sedangkan produksi
komoditi perkebunan sampai dengan tahun 2016 mencapai 6.248 ton dengan
rincian karet sebesar 135 ton, kelapa dalam sebesar 116 ton, kelapa sawit
sebesar 5.950 ton TBS, kopi sebesar 1 ton biji kering, kakao sebesar 2 ton biji
kering, lada sebesar 12 ton lada putih dan komoditi lainnya sebesar 32 ton.
Berikut tabel rincian terkait luas area dan produktivitas perkebunan di Kota

Samarinda.

Luas Areal dan produksi Perkebunan di Kota Samarinda*!

Jenis Komoditas Luasan Total | Produksi (Ton) Produktivitas
(Ha) (Kg/Ha)

Kelapa sawit 1.370 5.950 10.348
Karet 837 135 342
Kakao 15 2 200
Kelapa dalam 257 116 555
Lada 77 12 194
Kopi 4 1 1000
Aren 18 2 200

“0 Http://Disbun. Kaltimprov.Go.ld/Statis-12-Potensi-Daerah-Kota-Samarinda Html,
Diakses Pada Tanggal 17 April 2018, Jam 23.33 WITA

“ ibid
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Kemiri 242 30 139
Pinang 1 - -
Tahun 2016 2.821 6.248 4.227
Tahun 2015 2.802 7.450 5.402

B. Hasil Penelitian

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010
Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Kota
Samarinda
Permasalahan terkait tanah terlantar merupakan permasalahan yang

sulit untuk diatasi. Sejauh ini, terdapat satu kali perubahan Peraturan terkait

Tanah Terlantar, yaitu Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1998 tentang

Pendayagunaan dan Penertiban Tanah Terlantar, yang kemudian Peraturan

tersebut dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah No 11 tahun

2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Dalam

penerapannya di beberapa daerah di Indonesia Peraturan terbaru tersebut

dirasa masih kurang memiliki dampak/akibat hukum yang kuat dalam
memberantas tanah terlantar. Dalam kesempatan yang diperoleh penulis
untuk melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Penyelesaian

Permasalahan Pertanahan Kantor Wilayah BPN di Kota Samarinda yang

mengatakan bahwa pemerintah belum siap dalam memberantas tanah

terlantar melalui Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010. Oleh karenanya

banyak Kantor Pertanahan di daerah lain yang dikalahkan dalam
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persidangan perkara TUN terkait objek sengketa Surat Keputusan Kepala
BPN mengenai penetapan tanah terlantar.*?

Apabila dilihat dalam kasus PT. Pondok Kalimaya Putih melawan
Kantor Peratanahan Kabupaten Serang pada tahun 2012 didalam pokok
perkara yang didalilkan oleh Penggugat dan telah dinyatakan terbukti oleh
majelis hakim, bahwa Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional
dalam proses penetapannya terdapat tahapan-tahapan yang tidak dipatuhi
oleh karenanya atas Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan
terbukti pula mengandung cacat yuridis.

Sejak diterbitkannya PP. No. 11 Tahun 2010 tersebut dalam
penerapannya di provonsi Kalimantan Timur hingga tahun 2018 ternyata
hanya sedikit yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Agraria. Melanjutkan kegiatan wawancara yang
dilakukan kepada Kepala Bidang penyelesaian permasalahan pertanahan
Kantor Wilayah Samarinda, Bapak Manan mengatakan, bahwa khususnya
di Kota Samarinda sampai sejauh ini belum ada yang ditetapkan sebagai
tanah terlantar, akan tetapi apabila dalam lingkup wilayah provinsi baru
ada yang ditetapkan sebagai tanah terlantar.*® Pernyatan tersebut disertai
dengan data penetapan tanah terlantar dari tahun 2010 hingga 2016 sebagai

berikut:**

* Wawancara Dengan Bapak Manan Kepala Bidang Penyelesaian Permasalahan
Pertanahan Kantor Wilayah Badan Peratanahan Kota Samarinda, Tanggal 9 April 2018
43 H
Ibid
* Data Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur
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Nama dan Alamat Pemegang

PT. Borneo Indo Subur

a. Kecamatan
b. Desa/kelurahan

Hak
SK HAK a. 59/HGU/BPN/97
b. 30/06/1997
a. Nomor c. HGU
b. Tanggal
c. Jenis hak
Sertipikat a. 1
b. 06/04/1999
a. Nomor c. 03/06/2024
b. Tanggal
c. Tanggal berakhir
hak
Letak tanah a. Long ikis

b. Tiwie, Belimbing

Luas tanah hak (Ha) 7.248,1887

Penggunaan Tanah saat ini Kelapa Sawit

Luas tanah terindikasi 7.248,1887

terlantar (Ha)

Usul a. Nomor

an b. Tanggal

Penet | Luas (Ha) 7.248,1887

apan

Keterangan Telah ditetapkan sebagai tanah terlantar

berdasarkan Keputusan kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 15/PTT-HGU/BPN RI1/2012, Nomor
16/PTT-HGU/BPN R1/2012 dan 17/PTT-
HGU/BPN RI1/2012 tentang penetapan tanah
terlantar yang berasal dari Hak Guna Usaha
nomor 7 atas nama PT. Borneo Indo Subur
Terletak di Desa Long ikis, Kabupaten Paser,
Provinsi Kalimantan Timur
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Nama dan Alamat

PT. Natura Pacific Nusantara eks PT.

terlantar (Ha)

Pemegang Hak Yudha Wahana Abadi
SK HAK a. 45/HGU/BPN/08
b. 28/07/2008
a. Nomor c. HGU
b. Tanggal
c. Jenis hak
Sertipikat a. 24,25,26
b. 09/01/2008
a. Nomor c. 27/07/2043
b. Tanggal
c. Tanggal berakhir
hak
Letak tanah c. Segh
d. Long Ayan, Punan Malinau, Tepian
a. Kecamatan Buah
b. Desa/kelurahan
Luas tanah hak (Ha) 4.335,2600
Penggunaan Tanah saat ini | Kelapa Sawit
Luas tanah terindikasi 3.194,8600

Usul a. Nomor a. 213/16-64/11/2012

an b. Tanggal b. 23/02/2012

Pene | Luas (Ha) 3.194,8600

tapa

n
Keputusan Menteri Agraria dan Tata
Ruang Kepala BPN No. 2/PTT-
HGU/KEM-ATR/BPN/2016 tentang

Keterangan penetapan tanah terlantar seluas 103.45 Ha

Selanjutnya dalam wawancara tersebut Pak Abdul Manan menyatakan

juga bahwa, terdapat kendala dalam melaksanakan Peraturan tersebut, yaitu

Badan Pertanahan Nasional yang dalam hal ini memiliki kewenangan

dalam melakukan penertiban tanah terlantar merasa bahwa PP. No. 11

Tahun 2010 kurang memiliki kekuatan yang cukup, dalam menertibkan
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tanah terlantar. Beliau menyatakan bahwa seharusnya dibuat Undang-
Undang khusus mengenai penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar,
bukan hanya melalui Peraturan Pemerintah. Dampak dari kurang kuatnya
dasar legitimasi tersebut membuat banyak pemegang hak yang terhadap
hak atas tanahnya telah ditetapkan sebagai tanah terlantar kemudian
mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan permohonan
gugatan tersebut bisa dimenangkan. Walaupun pada faktanya masih
terdapat kekurangan pada Peraturan tersebut Pemerintah selalu berupaya
untuk mengatasi tanah terlantar tersebut.

Dalam proses penetapan tanah terlantar yang dijelaskan pada saat
wawancara oleh Bapak M. Latief Riyadi,® bahwa 4 (empat) bagian
tahapan penertiban tanah terlantar tersebut terbagi lagi menjadi sub-sub
tahapan yang harus dilakukan sebelum menyimpulkan suatu tanah
ditetapkan sebagai tanah terlantar, yang pada pokoknya adalah:

A. Inventarisasi tanah terlantar;

1. Pasal 4 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 menyatakan bahwa, Kepala
Kantor Wilayah BPN mengiventarisasi tanah terindikasi terlantar
dari hasil pemantauan lapangan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN,
Kantor Pertanahan, laporan dinas/instansi lainnya, laporan tertulis

dari masyarakat atau pemegang hak

** Wawancara Dengan Bapak M. Latief Riyadi Kepala Bidang Penataan Pertanahan
Kantor Wilayah Badan Peratanahan Kota Samarinda, Tanggal 9 April 2018
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2. Pasal 5 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 menyatakan bahwa, Untuk
kelancaran  kegiatan inventarisasi, pemegang hak telah
diberitahukan kewajibannya untuk melaporkan penggunaan dan
pemanfaatan tanah sesuai dengan keputusan pemberian hak atau
dasar penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang

3. Pasal 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa,
Inventarisasi tanah terindikasi terlantar dilaksanakan melalui
pengumpulan  data  tekstual dan data spasial, yang
pengelompokannya sebagaimana tersebut dalam format Lampiran
1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2010

B. Identifikasi dan penelitian

1. Pasal 7 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa, Setelah
inventarisasi tanah terindikasi terlantar ditindaklanjuti dengan
identifikasi dan penelitian aspek administrasi dan penelitian
lapangan yang meliputi terhitung 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan
sertipikatnya atau terhitung sejak berakhirnya dasar penguasaan
tersebut, dan Kepala Kantor Wilayah BPN menganalisis hasil
inventarisasi untuk menyusun dan menetapkan target yang akan

dilakukan identifikasi dan penelitian terhadap tanah terlantar
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berdasarkan pertimbangan lamanya tanah tersebut ditelantarkan
dan/atau luas tanah yang terindikasi terlantar

Pasal 8 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa, Kepala
Kantor Wilayah BPN menyiapkan data dan informasi tanah
terindikasi terlantar yang akan dijadikan target identifikasi dan
penelitian, untuk keperluan tersebut Kepala Kantor Wilayah BPN
memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Hak yang akan
dilakukan identifikasi yang disampaikan langsung atau jika tidak
dijumpai lagi sesuai alamat atau domisili, maka pemberitahuan
dilakukan melalui pengumuman Kantor Pertanahan dan
pemasangan papan pengumuman di lokasi tanah yang
bersangkutan

Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 yang menyatakan
bahwa, Kepala Kantor Wilayah BPN membentuk Panitia C dan
secretariat Panitia C guna membantu menyiapkan data yang
diperlukan dan membuat resume permasalahan tanah yang
terindikasi terlantar

Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010

yang menyatakan bahwa, Panitia C melakukan identifikasi dan
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penelitian dan memberikan saran pertimbangan kepada Kepala
Kantor Wilayah BPN
C. Peringatan dan Pemberitahuan

1. Pasal 14 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa, Atas
hasil identifikasi dan penelitian dari Panitia C Kepala Kantor
Wilayah BPN memberitahukan kepada pemegang hak sekaligus
memberikan peringatan tertulis pertama, kedua dan ketiga masing-
masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan

2. Pasal 15 dan 16 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 yang menyatakan
bahwa, Pemegang Hak diberikan kesempatan untuk melakukan
tindakan konkret yaitu mengusahakan tanahnya sesuai keadaan
atau sifat dan tujuan pemberian haknya, mengajukan permohonan
perubahan hak dalam hal tanah yang digunakan tidak sesuai
dengan sifat dan tujuan pemberian haknya, mengajukan
permohonan hak untuk dasar penguasaan atas tanah
mengusahakan, menggunakan atau memanfaatkan tanahnya sesuai
ijin dari pejabat yang berwenang, dalam masa peringatan pertama,
kedua, ketiga mana, Pemegang Hak wajib menyampaikan laporan
kemajuan dan pemanfaatan tanah kepada Kepala Kantor Wilayah

BPN dengan tembusan Kepala Kantor Pertanahan
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D. Penetapan tanah terlantar

1. Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 Peraturan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 yang
menyatakan bahwa, Kepala Kantor Wilayah BPN mengusulkan
kepada Kepala BPN apabila Pemegang Hak tidak mematuhi
peringatan ketiga dan tanah yang diusulkan tersebut dinyatakan
dalam keadaan status quo dan tidak dapat dilakukan perbuatan
hukum atas tanah dimaksud, dan kemudian Kepala BPN
menetapkan keputusan penetepan tanah terlantar tersebut

2. Pasal 20, Pasal 21 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 yang menyatakan
bahwa, Keputusan penetapan tanah terlantar diberikan sesuai
persentase luas tanah yang ditelantarkan, dan tanah negara bekas
tanah terlantar dikuasai langsung oleh Negara

3. Pasal 22 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa,
Berdasarkan keputusan penetapan tanah terlantar, Kepala Kantor
Pertanahan wajib mencoret sertipikat hak atas tanah dan/atau
sertipikat dari daftar umum dan daftar isian lainnya dalam tata
usaha pendaftaran tanah, dan mengumumkan di surat kabar 1 (satu)
kali dalam waktu sebulan setelah dikeluarkannya keputusan Kepala

BPN yang menyatakan sertipikat tersebut tidak berlaku
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4. Pasal 23 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa, Tanah
yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkan wajib dikosongkan oleh
Pemegang Hak dan apabila tidak memenuhi kewajiban tersebut,

maka benda-benda di atasnya dikuasai langsung oleh Negara.

Data diatas telah mengemukakan tahapan-tahapan yang wajib dilalui
oleh Pemerintah untuk menetapkan tanah terlantar. Dalam studi kasus yang
diteliti oleh, pada tahun anggaran 2017 di Kota Samarinda terdapat dua
Perseroan Terbatas, yaitu PT. Sumber Cahaya ABC sebagai pemegang Hak
Pakai pada 3 (tiga) bidang tanah masing-masing seluas 20.000 M?
20.000M? dan 9.049 M? yang terletak di Kecamatan Palaran, kelurahan
Bantuas, Kota Samarinda dan PT. Batu Penggal Chemical Industri sebagai
pemegang Hak Guna Bangunan seluas 49.380 M? yang terletak di
Kecamatan Palaran, Kelurahan Bukuan. Terhadap 2 (dua) Perseroan
Terbatas tersbut, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan
Kota Samarinda yang hak atas tanahnya telah ditetapkan sebagai lokasi
kegiatan pemantauan dimana hasil dari kegiatan tersebut dapat dijadikan

sumber data untuk sampai ke tahap berikutnya.

Dalam hal ini, pemantauan lapangan harus berdasarkan pada
keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor BPN. Pada tahun
anggaran 2017 Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Samarinda

mengeluarkan Keputusan nomor: 38.1/KEP-2.64.72/V111/2017 tentang
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penetapan lokasi pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pemberian
hak dan perizinan pada Kantor Pertanahan Kota Samarinda Tahun
Anggaran 2017 yang menetapkan Menunjuk hak atas tanah/dasar
penguasaan atas tanah yang tercantum pada lampiran keputusan sebagai
lokasi pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pemberian hak dan

perizinan kantor pertanahan kota samarinda tahun anggaran 2017. %

Daftar Penetapan lokasi kegiatan pemantauan dan evaluasi
pemberian hak dan perizinan *'

No Nomor dan Nama Pemegang Luas (ha) Lokasi
Tanggal Sertifikat Hak

1. | HP. 4, 18 okt 2010 | PT. SUMBER 20.000 M* | Kelurahan
CAHAYA ABC Bantuas

2. | HP. 6, 18 okt 2010 | PT. SUMBER 9.049 M? Kelurahan
CAHAYA ABC Bantuas

3. | HP. 5,18 okt 2010 | PT. SUMBER 20.000 M? | Kelurahan
CAHAYA ABC Bantuas

4., | HGB. 22, des 1994 | PT. SUMBER 49.830 M? Kelurahan

CAHAYA ABC Bantuas

Setelah Keputusan tersebut dikeluarkan dan telah ditetapkan mengenai
beberapa lokasi, maka untuk menindak lanjuti kegiatan inventarisasi tanah
Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda menerbitkan Keputusan Nomor
39.1/KEP-2.64.72/V111/2017 yang menetapkan menunjuk petugas yang

tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai petugas pelaksanaan

% Data kantor Pertanahan Kota Samarinda
a7 s
ibid
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kegiatan Inventarisasi Data Hak Atas Tanah di kantor pertanahan Kota

Samarinda tahun anggaran 2017.

Daftar petugas pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi
pemberian hak dan perizinan *

No.

Nama

NIP

Jabatan

Ninik Pujiastuti,

S.H

19650607

2010

199203

Kepala seksi
penangangan
masalah dan
pengendalian
pertanahan pada
kantor pertanahan
Kota Samarinda

Hernidian

19601130

1004

199303

Kepala suubseksi
penanganan
sengketa konflik
dan perkara pada
kantor pertanahan
Kota Samarinda

Hj. Nonong Marlina

19591006

2003

198203

Kepala subseksi
pengendalian
pertanahan pada
kantor pertanahan
Kota Samarinda

Desi Dwi Ramadini,

S.P.

19820711

2003

200804

Kepala subseksi
landreform dan
konsolidasi tanah
pada kantor
pertanahan Kota
Samarinda

*® 1bid
* 1bid
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Setelah terbitnya dua keputusan diatas, maka petugas pelaksana

tersebut berdasarkan jabatannya akan melakukan kegiatan pemantauan

lapangan dalam hal ini di Kota Samarinda. Berdasarkan Pasal 6

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor 4 Tahun 2010 maka petugas pelaksana akan mengumpulkan

data tekstual dan data spasial, berikut hasil dari kegiatan pemantauan

dan evaluasi hasil lapangan:*°

Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi hasil lapangan:**

Nama Pemegang Hak

PT. SUMBER CAHAYA ABC

SK Hak/DPAT a. 5
b. 18/10/2010
a. Nomor c. HP
b. Tanggal
c. Jenis Hak/Perizinan
Letak Tanah: a. Palaran
b. Bantuas
a. Kecamatan
b. Kelurahan
Luas Tanah Hak (Ha) 20.000 M?

Kewajiban Pemegang Hak

1. Menggunakan  sesuai
peruntukan  pelabuhan
dan fasiltas pelabuhan

2. Pemeliharaan batas

Kondisi Saat Pemantauan

1. Lahan masih dalam
keadaan kosong

2. Tidak ada patok yang
kelihatan

Kesesuaian

1. Tidak terpenuhi
2. Tidak terpenuhi

% |bid
5 1bid
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Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi hasil lapangan:**

Nama Pemegang Hak

PT. SUMBER CAHAYA ABC

SK Hak/DPAT a. 4
b. 18/10/2010
a. Nomor c. HP
b. Tanggal
c. Jenis Hak/Perizinan
Letak Tanah: a. Palaran
b. Bantuas
a. Kecamatan
b. Kelurahan
Luas Tanah Hak (Ha) 20.000 M?

Kewajiban Pemegang Hak

1. Menggunakan  sesuai
peruntukan  pelabuhan
dan fasiltas pelabuhan

2. Pemeliharaan batas

Kondisi Saat Pemantauan

a. Lahan masih dalam
keadaan kosong

b. Tidak ada patok yang
kelihatan

Kesesuaian

1. Tidak terpenuhi
2. Tidak terpenuhi

52 |bid
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Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi hasil lapangan:*®

Nama Pemegang Hak

PT. SUMBER CAHAYA ABC

SK Hak/DPAT a. 6
b. 18/10/2010
a. Nomor c. HP
b. Tanggal
c. Jenis Hak/Perizinan
Letak Tanah: a. Palaran
b. Bantuas
a. Kecamatan
b. Kelurahan
Luas Tanah Hak (Ha) 9.049 M?

Kewajiban Pemegang Hak

1. Menggunakan  sesuai
peruntukan Kantor Jasa
Bongkar Muat dan Jasa
Kepelabuhan

2. Pemeliharaan batas

Kondisi Saat Pemantauan

a. Lahan masih dalam
keadaan kosong

b. Tidak ada patok yang
kelihatan

Kesesuaian

1. Tidak terpenuhi
2. Tidak terpenuhi

5 |bid
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Hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi hasil lapangan:**

Nama Pemegang Hak

PT. BATU PENGGGAL
CHEMICAL INDUSTRI

SK Hak/DPAT a. 22
b. 25/12/1994
a. Nomor c. HGB
b. Tanggal
c. Jenis Hak/Perizinan
Letak Tanah: a. Palaran
b. Bukuan
a. Kecamatan
b. Kelurahan
Luas Tanah Hak (Ha) 49.380 M?

Kewajiban Pemegang Hak

1. Menggunakan  sesuai
peruntukan  Keperluan
Industi Formalin dan
Formaldehyderesin

2. Pemeliharaan batas

Kondisi Saat Pemantauan

a. Bangunan 25% dalam
keadaan rusak

b. Lahan masih ada yang
kosong

Kesesuaian

Tahapan kegiatan yang telah dijelaskan dalam tabel diatas menunjukan

bahwa, proses penertiban dan pendayagunaan terhadap kedua perseroan

diatas baru sampai pada tahap Inventarisasi Tanah Terlantar, dan kegiatan

tersebut dilakukan juga telah diketahui serta di tanda tangani oleh masing-

masing perwakilan dari kedua Perseroan Terbatas.

% bid
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Untuk menetapkan suatu tanah menjadi terlantar haruslah melalui
proses yang panjang dan wajib sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
Sejauh ini, proses kegiatan inventarisasi yang dilaksanakan oleh Badan
Pertanahan Nasional telah sesuai dengan PP No. 11 Tahun 2010 dengan
Peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
No. 4 Tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan penertiban dan
pendayagunaan tanah terlantar. Data hasil pemantauan dan evaluasi
tersebut dijadikan sumber dalam menyusun pengolahan data hasil

identifikasi dan penelitian yang meliputi data tekstual dan data spasial.

Perlu menjadi perhatian dalam mengumpulkan data informasi tersebut
selain dari hasil laporan di lapangan juga harus meminta keterangan dari
pemegang hak, hal ini dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1)
huruf ¢ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 jo.
Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Rl No. 4
Tahun 2010 yang telah diuraikan di atas menunjukan, bahwa tahap
peringatan baru dapat dilakukan apabila identifikasi dan penelitian telah
dilakukan sesuai dengan aturan yang ditentukan dan bahwa ada dua tahap

yang mengharuskan “meminta keterangan dari pemegang hak, yaitu:

(1) tahap penyiapan informasi tanah yang terindikasi terlantar
yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi

(2) tahap pelaksanaan ldentifikasi dan Penelitian yang dilakukan
oleh Panitia C.

Didalam wawancara yang dilakukan kepada Bapak M. Latief Riyadi

yang menyatakan bahwa Pasal merupakan kesempatan bagi pemegang hak
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untuk menjelaskan bagaimana kendala yang terjadi kemudian apasaja
kesulitan-kesulitan yang dialami dan lain-lain guna mempertahankan diri
sebagai pemegang hak.® Kemudian pemerintah dalam hal ini BPN juga
mampu menerima dan memberikan kesempatan kepada para pemegang
hak untuk menyampaikan historis dan penjelasan sebagai wujud bahwa
pemerintah melalui BPN menjalankan Asas-Asas Umum Pemerintahan
yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Pemberian Alasan, dimana Kepala Kantor
Wilayah selaku Pejabat/Instansi, tidak hanya mencari kebenaran formalitas
atas surat-surat undangan dan peringatan yang telah diterbitkannya,
melainkan semestinya memberikan kesempatan untuk menghadap dan
menyampaikan penjelasan historis. Setelah dilakukan pengolahan data dan
menerima berbagai informasi dari pemegang hak tersebut maka Panitia C
akan membuat kesimpulan yang pada intinya apakah Perusahaan yang
menjadi objek penelitian tersebut sudah atau belum memanfaatkan
keseluruhan tanah sesuai dengan Surat Keputusan Hak yang berikan yang

kemudian akan di tindak lanjuti dengan dikeluarkannya surat peringatan.

Menganai perihal peringatan-peringatan yang diberikan kepada
pemegang Hak atas tanahnya yang telah disimpulkan sebagai tanah yang
terindikasi terlantar berdasarkan dengan Pasal 14 Peraturan Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 yang
menyatakan bahwa, Atas hasil identifikasi dan penelitian dari Panitia C

Kepala Kantor Wilayah BPN memberitahukan kepada pemegang hak

% Hasil Wawancara dengan Bapak M. Latief Riyadi Kepala Bidang Penataan Pertanahan
Kantor Wilayah BPN Provinsi Kal-Tim, pada tanggal 9 April 2018
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sekaligus memberikan peringatan tertulis pertama, kedua dan ketiga
masing-masing dalam jangka waktu 1 (satu) bulan. Hasil wawancara
dengan Bapak Manan Kepala Bidang penyelesaian permasalahan
pertanahan Kantor Wilayah BPN provinsi Kal-Tim menyatakan bahwa
peringatan dengan jangka waktu satu bulan merupakan hal yang tidak
logis. *° beliau menyatakan bahwa seharusnya dalam pelaksanaannya
jangka waktu peringatan itu ditetapkan menjadi 3 (tiga) bulan dengan 1
(satu) bulan sekali pemegang hak yang diberi peringatan membuat laporan
dan diserahkan ke kantor BPN. Dengan adanya kelonggaran jangka waktu
tersebut maka akan membuat kelonggaran dan waktu yang logis untuk
memanfaatkan tanahnya, karena untuk pemberian hak atas tanah yang
peruntukkannya perkebunan sawit akan bukan hanya membutuhkan biaya
besar, ijin yang lengkap dan fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap

agar tanahnya tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

Contoh konkrit yang diberikan oleh Bapak Manan dalam wawancara
yang dilakukan adalah melihat kasus tanah terlantar terhadap PT. Prima
Bahagia Permai sebagai pemegang Hak Guna Usaha Nomor
92/HGU/BPN/99 tanggal 6 oktober 1999 berdasarkan hasil kesimpulan
bahwa PT. Prima Bahagia Permai belum memanfaatkan keseluruhan

tanahnya sesuai dengan SK Hak seluas 1.357,20 Ha yang terdiri dari:>’

- Tegalan 1+ 22.61 Ha

% Wawancara dengan Bapak Abdul Manan Kepala Bidang Penyelesaian Masalah
Pertanahan Kantor Wilayah Badan Peratanahan Provinsi Kal-Tim, tanggal 9 April 2018
%" Data Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Kal-Tim
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- Ladang :+2.37 Ha
- Semak 1+ 362.62 Ha
- Hutan Belukar 1+ 770.59 Ha

Setelah dilakukan peringatan pertama pada tanggal 4 oktober 2012
dengan Nomor 873/16-64/X/2012 setelah jangka waktu peringatan
berakhir maka dilakukan Kkegiatan pemantauan dan evaluasi Yyang
menunjukan bahwa belum ada tanah yang dimanfaatkan sesuai SK HGU.
Kemudian pada tahap peringatan kedua pada tanggal 12 November 2012
dengan Nomor 1009/16-64/X1/2012 dalam hasil kegiatan pemantauan dan
evaluasi juga belum ada tanah yang dimanfaatkan, hingga peringatan
ketiga tanggal 12 Desember 2012 dengan Nomor 1153/16-64/X11/2012
barulah pemegang hak memanfaatkan tanahnya sesuai SK HGU, akan
tetapi hanya seluas 12,38 Ha. Dalam kasus ini PT. Prima Bahagia Permai
pada menyampaikan alasan historis dan penyebab belum memanfaatkan
salah satunya ialah adanya perubahan komoditas pada perusahan yang pada
saat itu sedang dalam proses penyelesaian perubahan [UP-B dari
komoditas awal yaitu Kakao menjadi Kelapa Sawit. Maka, dengan
gambaran kasus tersebut bahwa peringatan dalam jangka waktu satu bulan
dapat dikatakan tidak logis dalam artian bahwa pemegang hak merasa
kesulitan untuk mengusahakan tanahnya. Hal ini pun bukan bertujuan
untuk memihak pada pemegang hak, namun untuk mencapai suatu hasil

yang berkeadilan maka didalam prosesnya juga harus adil.

Pemerintah dalam mengimplementasikan PP. Nomor 11 Tahun 2010

terhadap kedua Perusahaan yaitu PT. Sumber Cahaya ABC dan PT. Batu
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Penggal Industri sejauh ini, dalam prakteknya telah sesuai dengan
prosedur. Akan tetapi apabila pihak terkait yang terhadap sebidang
tanahnya telah ditetapkan sebagai tanah terlantar ketika ingin melakukan
upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha
Negara bisa dimenangkan walaupun pemerintah dalam menerapkan
peraturan itu telah sesuai prosedur. Kegiatan wawancara yang dilakukan
dengan Bapak M. Latief Riyadi Kepala Bidang penataan pertangan Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur
menyatakan bahwa, pada kenyataannya pun banyak SK Menteri Agraria
sebagai objek sengketa di Pengadilan TUN yang mengabulkan gugatan
pemegang hak untuk SK tersebut dinyatakan batal. Adapun hal tersebut
bisa terjadi dapat dikarenakan beberapa faktor yang salah satunya adalah
bahwa sebidang tanah yang dimiliki merupakan sumber investasi dari
perushaan terdsebut, kemudian susah atau lambatnya proses pengurusan
ijin-ijin yang dibutuhkan yang mengakibatkan perusahaan dalam hal ini
belum dapat memanfaatkan tanahnya dan pastunya ada kendala dalam

mengusahakan atau memanfaatkan tanah yang luas.”®

Kendala-kendala umum seperti ijin tersebut kadang-kadang
membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga dalam ketentuan Pasal 7
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2010 yang menyatakan bahwa, terhitung 3 (tiga) tahun sejak

diterbitkan sertipikatnya apabila belum dimanfaatkan, maka tanah tersebut

%8 Hasil Wawancara dengan Bapak M. Latief Riyadi Kepala Bidang Penataan Pertanahan
Kantor Wilayah BPN Provinsi Kal-Tim, pada tanggal 9 April 2018
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dijadikan objek tanah terlantar. Menurut beliau dalam mengusahakan tanah
dalam hal ini untuk kegiatan investasi seperti untuk usaha perkebunan
kelapa sawit dan sebagainya butuh proses yang panjang, sehingga apabila
terdapat batasan yang dirasa terlalu cepat maka akan berdampak bagi para

pemegang Hak dan keberlangsungan usaha perusahaan.

Sehinga dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2010 tersebut harus memperhatikan dari segala aspek, baik secara
yuridis atau fakta lapangan maupun dari pemaparan historis dari pemegang
hak. Pada dasarnya setiap pemegang hak dianggap memiliki iktikad baik
untuk mengusahakan tanah nya baik untuk diri sendiri maupun untuk
kepentingan dalam berusaha, namun dalam prakteknya dalam
mengusahakan tersebut pasti banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan
yang dapat menyebabkan tanah tersebut belum dapat dimanfaatkan. Dalam
wawancara yang dilakukan Bapak Manan kembali menyatakan bahwa,
walaupun masih terdapat beberapa kekurangan dalam Peraturan tersebut
bukan berarti masalah mengenai tanah terlantar susah untuk diatasi, pada
nyatanya terdapat beberapa tanah yang telah dinyatakan terlantar, Karena
dalam implementasinya telah sesuai dengan Peraturan tersebut dan
Peraturan pelaksananya ataupun Peraturan lain yang terkait dan dalam

prosesnya harusnya demokratis yang melibatkan peran aktif kepada
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pemegang hak sehingga nantinya akan menghasilkan keputusan yang

responsif.*

2. Dampak Hukum Akibat Tidak Dimanfaatkannya Tanah yang

Memiliki Alas Hak

Sebelum berbicara pada akibat hukum akibat tidak memanfaatkan
tanah alangkah baiknya penulis akan menjabarkan sedikit menegenai
kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh pemegang Hak atas
tanahnya. Untuk mengetahui apa saja kewajiban yang harus dilakukan
ialah berdasarkan Hukum Tanah yang berlaku di Indonesia yaitu UUPA.
Didalam UUPA ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ditegaskan bahwa Hak
Guna Bangunan, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga
setiap peralihan dan hapusnya hak tersebut harus didaftarkan menurut
ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.

Pasal tersebut di atas memberikan satu bentuk penjelasan yang tegas
bagi setiap pemegang hak atas tanah mengenai adanya kewajiban untuk
mendaftarkan hak atas tanahnya, adapun kewajiban yang dimaksudkan
dalam ketentuan Pasal ini antara lain adalah kewajiban untuk terlebih
dahulu memenuhi persyaratan yang tercantum dalam surat keputusan
pemberian hak atas tanahnya sebelum dilakukan pendaftaran maupun
kewajiban yang harus dilaksanakan pada saat pemegang hak atas tanah

telah melaksanakan pendaftaran haknya, dalam arti pemegang hak harus

> Wawancara dengan Bapak Abdul Manan Kepala Bidang Penyelesaian Masalah
Pertanahan Kantor Wilayah Badan Peratanahan Provinsi Kal-Tim, tanggal 9 April 2018
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berperan secara aktif dalam mengelola, menggunakan serta memanfaatkan
tanahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 5
Tahun 1960 yang menegaskan bahwa, memelihara tanah, termaksud
menambah kesuburannya serta mencegah kerusakan adalah kewajiban tiap-
tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum
dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah.

Ketentuan Pasal 15 ini secara filosofis berkaitan langsung dengan apa
yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960
yang juga menegaskan bahwa, semua hak atas tanah mempunyai fungsi
sosial”. Dalam Penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 angka (4),
fungsi sosial dari hak atas tanah dijelaskan bahwa, hak atas tanah apapun
yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu
akan dipergunakan (tidak dipergunakan) semata mata untuk kepentingan
pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari
pada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan
yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan
Negara.

Konsekuensi hukum dengan tidak dipergunakan tanahnya sesuai
dengan keadaan dan sifat dari pada haknya, sehingga tidak memberikan
manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat dan Negara, jika ditinjau dalam
presfektif Hukum Tanah Nasional secara presfektif dikategorikan tanah

yang ditelantarkan sesuai penjelasan Pasal 27 Undang-Undang No. 5
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Tahun 1960 yang secara tegas menyatakan bahwa, tanah diterlantarkan
kalau dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau
sifat dan tujuan dari pada haknya” dan haknya hapus sesuai Pasal 34 dan
Pasal 40 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 yang menegaskan Hak Guna
Usaha dan Hak Guna Bangunan hapus apabila:

a. jangka waktunya berakhir;

b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu
syarat tidak dipenuhi;

c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya
berakhir;

d. dicabut untuk kepentingan umum;

e. ditelantarkan;

f. tanahnya musnah;

g. ketentuan dalam pasal 30 ayat 2.

Selain kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan
bentuk dan sifat pemberian hak sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria, diatur lebih lanjut mengenai kewajiban pemegang hak atas tanah
dalam ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah yaitu

sebagai berikut

a. Membayar uang pemasukan yang jumlahnya dan cara
pembayarannya ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya;

b. b. Menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya dan
persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan
perjanjian dalam pemberiannya

c. Memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya
serta menjaga kelestarian lingkungan hidup

d. Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan Hak Guna
Usaha kepada Negara, pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang
Hak Milik sesudah Hak Guna Bangunan itu hapus

e. Menyerahkan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang telah hapus
kepada Kepala Kantor Pertanahan
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Dengan tidak dilaksanakannya kewajiban dari pemegang hak atas
tanah sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 30 Peraturan
Pemerintah No. 40 Tahun 1996 konsekuensi hukum yang terjadi adalah
hak atas tanah tersebut menjadi hapus, dan hal itu telah memperoleh
pengaturan dalam ketentuan Pasal 35 huruf e Peraturan Pemerintah No. 40
Tahun 1996 yang menyatakan bahwa Hak Guna Bangunan hapus karena

diterlantarkan.

Secara teknis, mekanisme pengaturan tanah terlantar oleh Pemerintah
telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010
tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Dalam ketentuan
Pasal 2 telah ditegaskan bahwa Obyek penertiban tanah terlantar meliputi
tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar
penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau
tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan

pemberian hak atau dasar penguasaannya.

Apabila suatu objek penertiban tersebut sudah dilalui tahapan-tahapan
pemeriksaan dan menjadi usulan Kepala Kantor Wilayah ke Menteri
Agraria atau Kepala BPN, maka atas hasil resume yang telah dibuat
Menteri Agraria akan mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan tanah
terlantar. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan tersebut, sejak saat itu
demi hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 5

Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 jo. Peraturan
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Pemerintah No. 11 Tahun 2010 tidak lagi dikatakan sebagai pemegang hak
atas tanah yang sah dalam arti sudah tidak lagi mempunyai legalitas atau
mempunyai hubungan hukum untuk mengklaim penguasaan atas tanahnya,
dan mengenai status penguasaan tanahnya secara penuh berada dibawah

penguasaan Negara/Pemerintah.

Di kesempatan lain penulis kembali melakukan wawancara dengan
Bapak Latif mengenai dampak hukum terkait tanah yang tidak
dimanfaatkan oleh pemegang hak. Beliau menyatakan bahwa, secara logis
untuk menjawab pertanyaan ini adalah dapat dianalogi kan bahwa jika kita
mempunyai barang seperti motor, kemudia motor tersebut tidak pernah
dipakai, diisi bensin ataupun di cuci, melainkan motor tersebut dibiarkan
dan ditaruh diluar rumah. Maka akan berdampak pada motor tersebut bisa
saja dianggap bukan milik siapa-siapa karena tidak adanya tanda-tanda
kepemilikan atas motor tersebut. Karena anggapan tersebut bisa saja motor
tersebut akan hilang atau diambil oleh orang. sama halnya dengan
kepemilikan suatu tanah, bahwa apabila setiap orang memiliki sebidang
tanah, baik perolehannya melalui proses jual-beli, permohonan kepada
negara apabila tanah tersebut tidak diusahakan, tidak dimanfaatkan serta
tidak dapat menjaga kesuburan tanah dan dapat menimbulkan kerugian
bagi orang lain, maka negara yang memiliki kewenangan dalam hal tanah
akan menetapkan tanah tersebut telah diterlantarkan. ® Kewenangan

Negara/Pemerintan untuk menetapkan hapusnya hak atas tanah

* Hasil Wawancara dengan Bapak M. Latief Riyadi Kepala Bidang Penataan Pertanahan
Kantor Wilayah BPN Provinsi Kal-Tim, pada tanggal 9 April 2018
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sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 40 huruf e Undang-
Undang No. 5 Tahun 1960 telah diberikan dalam ketentuan Pasal 2

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 yang menegaskan bahwa

a. Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan
hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1 bumi, air dan ruang
angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai
organisasi kekuasaan seluruh rakyat

b. Hak menguasai dari Negara tersebut dalam ayat (1) Pasal ini
memberikan wewenang untuk:

1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa
tersebut

2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa

3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara
orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai
bumi, air dan ruang angkasa

Setelah tanah tersebut telah ditetapkan menjadi tanah negara, terhadap
tanah negara tersebut akan dimanfaatkan kembali atau dapat diberikan
kepada para pemohon yang telah memenuhi persyaratan. Hasil wawancara
dengan Bapak Manan menyatakan bahwa tanah yang ditetapkan sebagai
tanah terlantar yang kemudian menjadi tanah negara, maka akan diberikan
kepada Pemerintah Daerah setempat. Pemberian kepada PEMDA dengan
tujuan untuk dapat menggunakan tanah dalam hal kepentingan umum atau
memanfaatkan dengan cara lain demi mencapainya tujuan kesejahteraan

rakyat.®*

® Wawancara dengan Bapak Abdul Manan Kepala Bidang Penyelesaian Masalah
Pertanahan Kantor Wilayah Badan Peratanahan Provinsi Kal-Tim, tanggal 10 April 2018
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Tanah negara digunakan atau dialokasikan secara nasional untuk
kepentingan masyarakat dan negara melalui program reforma agraria.
Tidak hanya dialokasikan melalui program reforma agraria, akan tetapi
dapat juga dialokasikan melalui program strategis negara Yyang
dimanfaatkan antara lain untuk pengembangan sektor, pangan, energy,
perumahan rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Melalui program ini dimanfaatkan untuk pertanian dan non pertanian
Kepada bekas pemegang hak yang tanah nya ditetapkan sebagai tanah
terlantar, maka bekas pemegang hak tersebut tidak dapat mengajukan
kembali terhadap tanahnya tersebut. Akan tetapi, dapat mengajukan
permohonan terhadap tanah lain, atau dengan cara jual-beli atau dengan

cara lain yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

3. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Pemegang Hak yang

Tanahnya Telah Ditetapkan Sebagai Tanah Terlantar

Keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam melaksanakan
tidakan sepihak, sedikit banyak dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran
hukum terhadap warga negara. Oleh karenanya penting dalam hal ini
dibutuhkan adanya perlindungan hukum bagi warga negara terhadap
tindakan hukum pemerintah yang dalam hal ini merupakan diterbitkannya
suatu Keputusan yang berakibat hukum bagi seseorang atau badan hukum.
Mengutip pendapat Sjachran Basah dalam bukunya Ridwan HR yang
menyatakan bahwa, perlindungan terhadap warga negara diberikan

bilamana sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian
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terhadapnya, sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara itu
sendiri dilakukan terhadap administrasi negara itu sendiri dilakukan
terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum baik
tertulis maupun tidak tertulis.®®

Didalam negara hukum modern Pemerintah diberi kewenangan yang
sangat luas dalam hal mencampuri kehidupan warga negaranya. Wewenang
yang luas tersebut sering kali dalam prakteknya disalahgunakan sehingga
akan berdampak kerugian, untuk itu warga negara harus mendapat
perlindungan hukum dari tindakan pemerintah, hal ini pun didasarkan pada
beberapa alasan sebagai berikut:®

1. Karena dalam berbagai hal warga negara dan badan hukum perdata
tergantung pada keputusan-keputusan pemerintah, seperti halnya
dalam fokus penelitian ini adalah dengan dikeluarkannya Surat
Keputusan Kepala BPN perihal penetapan tanah terlantar maka,
sebagai pemegang hak tidak bisa lagi membuat perbuatan hukum
atas tanah yang dimiliki/dikuasainya yang merupakan faktor
penentu dalam dunia usahanya.

2. Hubungan antara pemerintah dengan warga negara tidak berjalan
dengan seimbang, melainkan pemerintah dalam hal ini mempunyai
kedudukan yang lebih superior dibandingkan dengan warga negara

3. Berbagai perselisihan antara warga negara dengan Pemerintah itu
sedikit banyak berkaitan dengan adanya Keputusan, sebagai
instrumen Pemerintah yang bersifat sepihak dalam melakukan
intervensi terhadap kehidupan warga negara.

Mengenai persoalan perlindungan hukum bagi rakyat, dalam
wawancara yang dilakukan dengan Bapak Latif yang menyatakan bahwa
terdapat dua bentuk perlindungan baik itu sifatnya preventif ataupun

sifatnya represif. Dalam hal ini perlindungan hukum yang bersifat preventif

%2 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, Ctk. Ke
11, 2014, HIm. 275
* Ibid, HIm. 277
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yaitu rakyat atau badan hukum perdata diberikan kesempatan untuk
mengajukan keberatan atau mengajukan alasan historis sebelum suatu
keputusan pemerintan mendapat bentuk yang definitif. Maka, dengan
adanya upaya preventif ini diharapkan akan dapat mencegah terjadinya
sengketa dikemudian hari. Yang kedua adalah, perlindungan hukum yang
bersifat represif, artinya bahwa perlindungan hukum ini bersifat untuk

menyelesaikan sengketa setelah diterbitkannya keputusan yang definitif. *

Di Indonesia perlindungan hukum secara represif tersebut atas
tindakan Pemerintah ada beberapa kemungkinan, itupun tergantung pada
instrumen yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut. Telah diketahui
bahwa, instrumen yang lazim digunakan adalah sebuah Peraturan
Perundang-undangan dan Keputusan. Apabila instrumen hukum yang
dilakukan  Pemerintah  berdasarkan  Perundang-undangan  maka,
berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Tap MPR No. I1I/MPR/2000 tentang sumber
hukum dan tata urutan Peraturan Perundang-undangan yang pada intinya
menyatakan bahwa, Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan
perundang-undangan dibawah Undang-Undang. Ketentuan mengenai
kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan hak uji materil terhadap
Undang-Undang juga dapat ditemukan didalam Pasal 20 ayat (2) huruf b
UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang pada intinya
menyebutkan bahwa, Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan

perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

* Hasil Wawancara Dengan Bapak M. Latief Riyadi Kepala Bidang Penataan Pertanahan
Kantor Wilayah BPN Provinsi Kal-Tim, Pada Tanggal 10 April 2018
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Dasar ketentuan yang sama terkait hak uji materil Mahkamah Agung
terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 Jo. UU No. 5
Tahun 2004 Jo. UU No. 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang
pada intinya menyatakan bahwa, Mahkamah Agung mempunyai
wewenang menguji secara materill hanya terhadap peraturan perundang-

undangan dibawah Undang-Undang.

Terkait intrumen hukum berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh
Pemerintah dalam melakukan kewenangannya, apabila warga negara atau
badan hukum akan berupaya untuk mendapatkan perlindungan hukum
dapat ditempuh melalui dua kemungkinan, yaitu peradilan administrasi dan
upaya administrasi.®® Didalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
juga memberikan dasar hukum bagi warga negara ataupun badan hukum
perdata untuk mengupayakan perlindungan hukum akibat dikeluarkannya
Keputusan terdapat didalam Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi

sebagai berikut:

(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi
wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan
untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha
negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif
yang tersedia

(2) Pengadilan  baru  berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif telah digunakan.

Upaya administratif di Indonesia terdapat dua macam, yaitu banding

administratif atau prosedur keberatan. Banding administratif, yaitu

® Ridwan HR, Op.cit. HIm. 281
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penyelesaian sengketa tata usaha negara dilakukan oleh instansi atasan atau
instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang disengketakan,
sedangkan prosedur keberatan, yaitu penyelesaian sengketa tata usaha
negara dilakukan oleh instansi yang mengeluarkan keputusan yang
bersangkutan. ® Ketentuan mengenai penyelesaian sengketa tata usaha
negara melalui peradilan tata usaha negara terdapat dalam Pasal 53 ayat (1)
UU No. 5 Tahun 1986 yang menyatakan bahwa, seorang atau badan hukum
perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata
usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang
berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang
disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa
disertai tuntutan ganti rugi dan/rehabilitasi. Didalam Pasal 53 tersebut juga
dijelaskan mengenai tolok ukur untuk menilai KTUN yang digugat didalam

PTUN, yaitu sebagai berikut:

1. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan

2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan
keputusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) telah
menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud
diberikannya wewenang tersebut

3. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan
atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang
tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada
pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

% 1bid, him. 284
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Apabila melihat UU No. Tahun 2004 Jo. UU No. 5 Tahun 1986

tentang PTUN alasan mengajukan gugatan, yang terdapat pada Pasal 53

ayat (2) ini ada perubahan, yaitu menjadi sebagai berikut:

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.

b.

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan
dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB)

Dalam penjelasan huruf b telah disebutkan bahwa yang dimaksud
dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi
asas:

@rooo0 o

Kepastian hukum

Tertib penyelenggaraan negara
Kepentingan umum
Keterbukaan

Proporsionalitas
Profesionalitas

akunttabilitas

Perubahan Pasal 53 ayat (2) ini memiliki konsekuensi terhadap

penyelengaaran pemerintaahan, yaitu adanya pengakuan eksistensi asas-

asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dalam sistem peradilan

administrasi di Indonesia dan ada perluasan alasan mengajukan gugatan ke

PTUN, yaitu dengan asas larangan penyalahgunaan wewenang dan asas

larangan sewenang-wenang merupakan bagian dari asas-asas umum

pemerintahan yang baik, artinya bahwa penggugat dapat mengajukan

gugatan PTUN selain karena KTUN vyang digugat itu diangggap

mengandung unsur penyalahgunaan wewenang dan/atau sewenang-wenang
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dan dapat juga karena KTUN itu dianggap bertentangan dengan asas-asas

lain yang terdapat dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. ®’

®7 1bid, him. 289
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BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN
Berdasarkan uraian pada bab pendahuluan hingga sampai pada hasil

penelitian mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010

tentang Penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, maka dapat ditarik

kesimpulan dengan beberapa poin dibawah ini, antara lain:

A. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang penertiban dan
pendayagunaan tanah terlantar dalam penerapannya di provinsi
Kalimantan timur menurut Kepala Bidang penyelesaian permasalahan
tanah kurang memiliki kekuatan hukum yang tajam karena tanah yang
dikuasai pemegang hak tersebut menjadi sumber investasi dari badan
hukum dan kadang kala menjadi asset terhadap mati atau hidupnya suatu
Perusahaan hanya didasarkan pada sebuah Peraturan Pemerintah.
Didalam proses pelaksanaannya Kantor Pertanahan Kota Samarinda yang
berperan didalam penetapan tanah yang terindikasi terlantar terhadap PT.
Sumber Cahaya ABC dan PT. Batu Penggal Industri yang sampai saat ini
masih dalam tahap proses yang demokratis, diawali dengan penetapan
lokasi hingga proses kegiatan pemantauan lapangan telah dikerjakan
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Jo. Peraturan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2011 tentang

peraturan pelaksanaan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.
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Keterlibatan pihak terkait juga dapat dilihat pada saat kegiatan
pemantauan dan adanya tanda tangan di lampiran kegiatan pemantauan
dan evaluasi. Walaupun dalam penerapan Peraturan Pemerintah No. 11
Tahun 2010 ini terdapat kendala salah satunya adalah proses perizinan
yang memakan waktu cukup lama. Selain itu kendala lainnya adalah
perihal jangka waktu yang ditentukan didalam surat peringatan dirasa
tidak logis karna hanya dengan satu bulan untuk setiap peringatannya
pemegang hak yang diberi peringatan harus sudah sedikit banyak adanya
kegiatan pemanfaatan tanah tersebut. Keberhasilan dalam proses
implementasi Peraturan ini bukan ditunjukan melalui banyaknya tanah
yang ditetapkan sebagai tanah terlantar, melainkan para pemegang hak
dapat melaksanakan kewajiban dan memelihara serta menjaga kesuburan
tanah sesuai dengan yang diamanahkan dalam UUPA.

. Sebidang tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar berdasarkan
Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Agraria akan
mengakibatkan bahwa, pemegang hak tersebut tidak lagi berkuasa atas
tanahnya, tidak dapat melakukan perbuatan hukum juga atas tanahnya dan
dengan dikeluarkannya Surat Keputusan dari Menteri tersebut diikuti
dengan penetapan hapusnya hak atas tanah tersebut. Terhadap tanah yang
telah ditetapkan sebagai tanah terlantar, maka tanah tersebut akan menjadi
tanah cadangan untuk negara yang akan diserahkan ke PEMDA untuk
digunakan dan dimanfaatkan demi kepentingan dan kesejahteraan

masyarakat yang besar. Sehingga apabila hasil rekomendasi yang dibuat
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Kantor Pertanahan Kota Samarinda terhadap para pemegang hak yaitu
PT. SUMBER CAHAYA ABC dan PT. BATU PENGGAL INDUSTRI
memuat kesimpulan bahwa tidak adanya kegiatan yang dilakukan
terhadap tanahnya dan tidak mempunyai iktikad baik sehingga
dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan maka, kedua
perusahaan yang telah disebut di atas akan berdampak bahwa hak atas
tanahnya hapus.

. Setelah adanya Surat Keputusan dari Kepala BPN tersebut yang
mengakibatkan para pemegang hak tidak dapat lagi dikatakan pemegang
hak atas tanah, maka bekas pemegang hak tersebut dapat mengajukan
upaya hukum yang berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat ditempuh melalui dua jalur,
yaitu upaya administratif atau melalui peradilan TUN. Apabila bekas
pemegang hak tersebut ingin mengajukan gugatan ke pengadilan TUN
adakalanya harus memperhatikan tolok ukur untuk menilai Keputusan
Tata Usaha Negara yang digugat. Tolok ukur tersebut pada intinya
adalah, KTUN yang digugat telah melangggar atau bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, badan atau pejabat tata
usaha negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana yang
dimaksud telah menyalahgunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari
maksud diberikannya wewenang tersebut kemudian badan atau pejabat

tata usaha negara pada waktu mengeluarkan keputusan tidak berdasarkan
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kepada pertimbangan-pertimbangan yang logis dan tidak adanya

kesempatan bagi para pihak untuk menyampaikan pembelaan.

B. SARAN

Untuk mengatasi permasalahan yang sulit maka dibutuhkan suatu dasar
legitimasi yang kuat. Dengan isi substansi dari peraturan yang baik penulis
yakin bahwa dalam penerapannya juga akan berdampak pada hasil akhir yang
baik. Mengenai permasalahan ini seharusnya bukan melalui sebuah Peraturan
Pemerintah akan tetapi alangkah lebih baiknya bahwa untuk mengatasi
permasalahan tanah terlantar berdasarkan pada Undang-Undang. Akibat dari
kurang siapnya pemerintah dalam menertibkan tanah terlantar ini maka,
pemerintah dikalahkan didalam Pengadilan TUN. Bukan hanya dari isi
substansi sebuah peraturan saja, akan tetapi dalam pelaksanaanya juga
pemerintah harus menerapkan asas-asas umum pemerintah yang baik yakni
adanya kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum,
keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas. Sebuah
proses yang demokratis akan menghasilkan hasil yang responsif.

Selain itu, saran lain yang ingin penulis tuliskan adalah terkait jangka
waktu peringatan yang diberikan ke pada pemegang hak. Menurut penulis
dan hasil wawancara jangka waktu satu bulan untuk setiap masa peringatan
dirasa tidak logis. Dengan total waktu 3 bulan untuk mengusahakan tanahnya,
maka hal tersebut sangat sulit. Terkecuali pada setiap peringatannya,
pemegang hak diberikan jangka waktu paling lama 3 bulan dengan memberi

laporan 3 kali dalam satu masa peringatan. Dengan total jumlah waktu 9
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bulan dapat penulis katakan bahwa pemegang hak pasti akan berupaya dan
mempunyai iktikad baik untuk mengusahakan semaksimal mungkin dan

memanfaatkan tanahnya sesuai dengan peruntukannya.
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